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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987 

1. Konsonan 

No. Arab Latin No. Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 Ṭ ط 16

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 ’ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‘ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14

    Ḍ ض 15

  

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama  Gabungan 

Huruf 

 Fatḥah dan ي

ya 
Ai 

 Fatḥah dan و

wau 
Au 

 

Contoh : 

  kaifa  : كيف  

 haul : هول 

3. Maddah 

  Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

 Nama  Huruf dan 

Tanda 

 ا/ ي
Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

 Kasrah dan ya Ī ي

ُي  
Dammah dan 

wau 
Ū 

Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق يْل  

 yaqūlu : ي ق وْل  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 
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Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

ة   وْض  طْف الْ  ر   Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl :      الَْ 

يْن ة   د  ة ا لْم  ن وّر    /Al-Madīnah al-Munawwarah  :     الْم 

alMadīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah  :         ط لْح 

 

Catatan: 

Modifikasi  

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 

dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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ABSTRAK 

 

Nama : Hijratul Ahyar 

NIM : 190602153 

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi : Analisis Dampak Penyaluran Zakat Pada 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Untuk 

Modal Usaha Fakir Miskin 

Pembimbing I : Dr.Zaki Fuad, M.Ag 

Pembimbing II  : Hafiiz Maulana, S.P., S.H.I., M.E 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyaluran 

zakat produktif pada Baitul Mal untuk modal usaha fakir miskin 

dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan fakir miskin 

di Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jenis data primer 

melalui wawancara. Zakat produktif disalurkan sebagai tambahan 

modal usaha tergantung pada usaha yang dimiliki oleh mustahik 

dagang /kios/kecilsebesar Rp.2.000.000 tani/nelayan sebesar 

Rp.1.500.000 keliling/muge sebesar Rp.1.000.000 dan rumah 

tangga sebesar Rp.1.500.000 kepada mustahik yang sudah memiliki 

usaha, dengan akad hibah. Tujuan disalurkannya zakat produktif 

ialah untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzakki, 

namun hal ini tidak mudah dilakukan melihat pendapatan mustahik 

sebelum dan sesudah menerima zakat belum meningkat signifikan, 

bahkan masih ada yang tetap. Dampak pemberian modal usaha 

kepada mustahik belum berpengaruh besar terhadap pendapatan 

mustahik, sehingga mustahik yang mendapatkan modal usaha 

belum mampu untuk menjadi muzakki. Kendalanya ialah sedikit 

jumlah bantuan yang diberikan tidak mampu mengembangkan 

usaha mustahik secara maksimal, kendala yang kedua ialah tidak 

dimanfaatkan zakat yang diberikan sebagaimanamestinya yaitu 

dengan digunakan untuk kegiatan konsumtif. 

Kata Kunci : Zakat Produktif, Penyaluran dan Pendayagunaan, 

mustahik yang sudah memiliki usaha sendiri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan, 

penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, 

tetapi juga untuk kebutuhan  produktif, sehingga zakat menjadi 

salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-

usaha produktif umat Islam. 

Penyaluran zakat untuk kepentingan produktif, bukan berarti 

meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi 

konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk beasiswa, 

bantuan fakir uzur, bantuan dana sarana pendidikan agama, dan 

sebagainya. 

Dana zakat merupakan sumber utama jaminan sosial yang 

dapat menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, dan 

bidang pendidikan. Implementasinya yaitu sistem penyaluran dana 

zakat untuk modal usaha pada mustahik yang dapat berdaya guna 

kearah yang lebih baik dengan cara pengentasan kemiskinan 

dengan kemandirian bagi masyarakat. Sistem penyaluran dana 

zakat ini tidak lepas dari peran BAZ atau LAZ sebagai mediator 

dalam mengaktifkan upaya mengembangkan ekonomi yang dapat 

meningkatkan perannya melalui program sistem penyaluran dana 

zakat yang salah satunya dikembangkan untuk program pemberian 

modal usaha pada mustahik. 
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Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan 

berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk 

kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk pendayagunaan dana 

zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk 

berikut (Mufraini,2006: 147): 

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan 

kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. 

2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan 

dalam bentuk lain dari barangnya semula. 

3. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat 

diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. 

4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk permodalan.  

Pola distribusi lainnya yang sangat menarik untuk segera 

dikembangkan adalah pola 

menginvestasikan dana zakat. Konsep ini menurut M. Arif 

Mufraini di bukunya yang berjudul Akuntansi dan Manajemen 

Zakat,  belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama 

salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu 

ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk mambahas 

inovasi pola distribusi ini. 

Menurut M. Arif Mufraini (2008: 147), Pola distribusi 

produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan 

status seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan untuk pola 

menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif 
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memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosio-

kultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok 

miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial. 

Zakat Produktif pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau 

pernah memberi zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham 

untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat 

untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain 

lagi. Khalifah Umar juga pernah menyerahkan zakat berupa 3 ekor 

unta kepada mustahik yang sudah rutin meminta zakat padanya. 

Pada saat penyerahanya, Khalifah berharap orang tersebut tidak 

datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat. 

(Hudri,Zen,Bariadi,2005: 35). 

Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam mengentaskan 

kemiskinan. Zakat dikelola secara transparan dan rapi sejak masa 

Rasulullah Saw sampai pada masa Ummayyah, khususnya pada 

masa Umar bin Abdul Aziz, bahkan pada masa Kalifah Al-

Manshur, negara memiliki surplus dana Baitul Mal sebanyak 810 

juta dirham, yang disimpan sebagai devisa. 

Secara harfiah/lughawi, Baitul Mal berarti rumah dana. 

Baitul Mal ini sudah ada sejak pada zaman rasulullah, berkembang 

pesat pada abad pertengahan. Baitul mal berfungsi sebagai 

pengumpulan dan men-tasharuf-kan untuk kepentingan sosial. 

Menurut Fiqih (Hukum Islam), Baitul Mal adalah lembaga 

keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan 

mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. 
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Sedangkan menurut Harun Nasution baitul mal bisa diartikan 

sebagai perbendaharan (umum atau Negara) (Imaniyati,2010: 71). 

Suhrawardi K.Lubis dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam tahun 

2004, menyatakan baitul mal dilihat dari segi istilah fikih adalah 

“suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan 

negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan income 

maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-

lain” ( Abdul Maman,2012: 353). 

Secara terminologis (makna/ishtilah) sebagaimana uraian 

Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitab al-Amwaal fi Daulah Al-

khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak ( Al-Jihad) 

yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik 

berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta 

berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas 

perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin 

berhak memilikinya sesuai hukum syara’. 

Jadi Baitul Mal yaitu sebagai sebuah lembaga atau pihak (Al-

Jihad) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun 

pengeluaran. Atau tempat (Al- Makan) untuk menyimpan dan 

mengelola pendapatan negara atau lebih dikenal dengan PAD. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal adalah 

tempat titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta 

mendistribusikan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 

Berdasarkan sumber-sumber klasik ekonomi Islam, Baitul 

Mal (Treasury House) merupakan institusi sentral dari negara. Ia 
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menjadi institusi konkrit dari negara itu. Bersama khalifah, Baitul 

Mal menjalankan fungsi-fungsi negara bukan saja pada aspek 

ekonomi tapi pada semua aspek kehidupan dalam negara. Ialah 

yang menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi melalui divisi-

divisi pembangunan, menciptakan mata uang, membangun 

prasarana dan infrastruktur perekonomian, menerima, mengelola 

dan menyalurkan dana-dana pembangunan, dan lain-lain. 

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa berarti suci, tumbuh, 

bertambah, dan berkah ( Hasan,2008: 14). Sedangkan menurut 

Wahbah Al-Zuhaili, zakat berarti tumbuh (namuww) dan 

bertambah (ziyadah) (Al-Zuhaily,2008: 82). 

Sedangkan zakat menurut istilah (syara’) adalah jumlah harta 

tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam 

dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir 

miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh syara’ (Huda,2012). 

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima wajib 

ditunaikan oleh umat muslim yang sudah sampai nisab hartanya. 

Al-Qur’an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. 

Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan keduanya. Keislaman 

seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. 

Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya 

akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan 

tersesat. Abdullah bin Mas’ud mengungkapkan, Anda sekalian 

diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa 
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yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima 

(Yusuf Qardhawi,1995:92). 

Menurut Didin Hafidhuddin  dalam bukunya Zakat  dalam 

Perekonomian Modern dikatakan,  Zakat termasuk dalam ibadah 

maliyah ijtima’iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. 

Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun 

pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan 

masyarakat. 

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan 

professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu 

instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk 

mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. 

Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, 

bisa mengambarkan betapa besarnya potensi zakat yang 

dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nisbah 

dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang 

terpecaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk 

mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, 

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat 

yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan Zakat. Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU 
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No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa, (1) Zakat dapat 

didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan 

Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Laju Konsumsi umat yang digerakkan dana zakat ini, kelak 

pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian umat 

berjalan lancar dengan dukungan dana zakat itu, tentu terjadi 

pertumbuhan kesempatan kerja diberbagai sektor usaha, yang dapat 

memperkecil problem pengangguran umat (Sasono,1998:27). 

Keberadaan usaha kecil atau usaha mikro hendaknya dapat 

memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah 

kemiskinan dan pengangguran. Saat ini para pelaku usaha kecil 

atau usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam 

mengakses modal (WulanSari dan Setiawan,2014). 

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk 

membangun suatuusaha. Modal bisa berupa uang atau tenaga 

(keahlian/jasa). Sedangkan Fakir miskin adalah mustahik (yang 

berhak menerima zakat). Jadi, modal usaha fakir miskin adalah 

modal diberikan oleh pihak muzakki kepada mustahik melalui 

lembaga (Baitul Mal) dengan tujuan pemberdayaan umat.  

 



 
 

8 
 

Pemberdayaan ekonomi umat, Baitul Mal Aceh Barat 

menyalurkan dana zakat untukmodal usaha fakir miskin sebanyak 

Rp. 100.6.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Penyaluran 

Zakat Untuk Modal Usaha Fakir Miskin (Mustahik) di Aceh Barat 

2018. 

 

Tabel 1.1 

Rincian Penyaluran Modal Usaha Fakir Miskin 

 

Mustahik Jenis Usaha 
JumlahRealis

asi (Rp) 

Persenta

se (%) 

Fakir       

Miskin 

Dagang/Kios/Ke

cil 526.000.000 4,41 

  Tani/Nelayan 10.500.000 0,09 

  Kelilin/Muge 190.000.000 1,59 

  RumahTangga 313.500.000 2,63 

JumlahKeseluru

han 

 

1.040.000.00

0 8,72 

Sumber. Baitul Mal Directory 2019 

Berdasarkan data Baitul Mal Aceh Barat 2018 diperoleh 

informasi bahwa pada Baitul Mal Aceh Barat Jumlah Mustahik 

Fakir Miskin 13.724,  dengan rincian Fakir berjumlah 5.705 dan 
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Miskin berjumlah 8.019. Adapun Penyaluran Zakat Untuk Modal 

Usaha Fakir Miskin (Mustahik) di Aceh Barat yakni mencakupi 

usaha dagang/kios/kecil, tani/nelayan, keliling/muge, dan rumah 

tangga dana yang disalurkan semuanya berjumlah Rp. 

1.040.000.000. Untuk jenis usaha dagang/kios/kecil memperoleh 

dana sebesar Rp. 526.000.000 usaha tani/nelayan Rp. 10.500.000 

usaha keliling/muge memperoleh dana sebesar Rp. 190.000.000 

dan usaha rumah tangga memperoleh dana sebesar 

Rp.313.500.000. Jumlah Mustahik Fakir Miskin yang mendapatkan 

penyaluran dana modal usaha hanya 8,72 %, jumlah mustahik yang 

memperoleh modal usaha tersebut 593 mustahik, dengan rinciannya 

usaha dagang/kios/kecil berjumlah 263 mustahik, usaha 

tani/nelayan berjumlah 7 mustahik, usaha keliling/muge berjumlah 

190 mustahik dan usaha rumah tangga berjumlah 209 mustahik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam Skripsi ini  “Analisis Dampak Penyaluran Zakat 

Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Untuk Modal Usaha 

Fakir Miskin”. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Implementasi zakat modal usaha fakirmiskin di 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat? 

2. Bagaimana dampak penyaluran zakat modal usaha fakir 



 
 

10 
 

miskin di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat  terhadap 

pengembangan usaha mustahik? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan: untuk mengetahui dampak penyaluran zakat pada Baitul 

Mal kabupaten Aceh Barat untuk modal usaha fakir miskin. 

1. Untuk mengetahui Implementasi zakat modal usaha fakir 

miskin 

2. Untuk mengetahui dampak penyaluran zakat modal usaha 

fakir miskin terhadap pengembangan usaha. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat, diharapkan 

dengan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dalam konsep penyaluran 

zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk modal 

usaha fakirmiskin. 

2. Bagi akademik, diharapkan dengan penelitian ini dapat 

menjadikan salah satu sumber rujukan pustaka dalam 

membuat penulisan ilmiah tentang penyaluran zakat untuk 

modal usaha fakir miskin. 

3. Bagi akademik dan masyarakat, dengan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

serta informasi mengenai penyaluran zakat untuk modal 

usaha fakir miskin. 
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1.5.  Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan dan penelaahan 

bahasa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini 

maka disusun secara sistematika sebagai berikutini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN   PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 

terdiri dari landasan teori yang meliputi: pengertian baitul 

mal, sejarah berdirinya baitul maal, sejarah dan dasar 

hukum pembentukan baitul mal di Aceh, tujuan dan fungsi 

baitul mal, unit pengumpulan zakat, macam-macam 

tingkatan baitulmal, kewenangan dan kewajiban baitul mal, 

harta objek zakat, mustahik zakat, pendayagunaan zakat, 

penyaluran zakat, usaha mikro, analisis dan dampak. Serta 

menguraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka dan 

pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, 

jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, 

teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi 

dan teknik analisa data penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis dan pembahasan yang terdiri dari profil objek 

penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, 

serta jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang disebutkan 

dalam perumusan masalah 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, serta 

memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan dan penelitian lainnya. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

2.1.   Pengertian Baitul Mal 

 Secara harfiah/lughawi, baitul mal berarti rumah dana. 

Baitul Mal ini sudah ada sejak zaman rasulullah, terus berkembang 

pesat pada abad pertengahan. Baitul Mal berfungsi sebagai 

pengumpulan dan men-tasharuf-kan untuk kepentingan sosial. 

Menurut Fiqih (Hukum Islam), Baitul Mal adalah lembaga 

keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan 

mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. 

Sedangkan menurut Harun Nasution, baitul mal bisa diartikan 

sebagai pembendaharan (umum atau negara). Suhrawardi K.Lubis, 

menyatakan baitul mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu 

lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan negara 

terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan 

dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah 

pengeluaran dan lain-lain (Abdul Maman,2012:353). 

Secara terminologis (makna ishtilah) sebagaimana diuraikan 

Abdul Qadim Zallum (1983) dalam al-Amwaal fi Daulah Al-

khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak ( Al-Jihad) 

yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik 

berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta 

baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas 

perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin 

berhak memilikinya sesuai hukum syara’. 
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Jadi Baitul Mal yaitu sebagai sebuah lembaga atau pihak (Al-

Jihad) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun 

pengeluaran. Atau tempat (al- makan) untuk menyimpan dan 

mengelola pendapatan negara atau lebih dikenal dengan PAD. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal adalah 

tempat titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta 

menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 

Berdasarkan sumber-sumber klasik ekonomi Islam, Baitul 

Mal (treasury house) merupakan institusi sentral dari negara. Ia 

menjadi institusi konkrit dari Negara itu sendiri. Bersama khalifah, 

baitul mal menjalankan fungsi-fungsi negara bukan saja pada aspek 

ekonomi tapi pada semua aspek kehidupan dalam negara. Ialah 

yang menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi melalui divisi-

divisi pembangunan, menciptakan mata uang, membangun 

prasarana dan infrastruktur perekonomian, menerima, mengelola 

dan menyalurkan dana-dana pembangunan, dan lain-lain. 

2.1.1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal 

Sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat manusia, 

pemerintahan suatu negara di pandang sebagai satu-satunya 

penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Dengan demikian, 

pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak 

mungkin serta membelanjakannya sesuka hati. Hal ini berarti, 

sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik 

dan perbendaharaan negara di dunia. 
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Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan 

yang berlimpah merupakan kunci kesuksesan dan puncak 

kebesaran dari sebuah pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, 

adalah hal yang lumrah bila pemerintahan dibelahan dunia 

manapun selalu memberikan perhatian terbesar terhadap masalah 

pengumpulan dan administrasi penerimaannegara. 

Dalam negara Islam, tampak kekuasaan dipandang sebagai 

sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-

Qur’an. Hal ini telah dipraktikan oleh Rasulullah saw. Sebagai 

seorang kepala negara secara baik dan benar. Ia tidak menganggap 

dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu negara, 

tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan 

negara. 

Berkaitan dengan ini, Rasulullah merupakan kepala negara 

pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan 

negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara 

harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan 

sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan 

itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun 

demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para 

pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk 

mencukupi kebutuhanpribadinya. 

Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah 

harta) atau bendahara negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah, 

Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan 
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sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai 

tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan 

harta perbendaharaan negara tidak di simpan di Baitul Mal. Sesuai 

dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang 

terbuka (Karim, 2010: 51-53). 

Baitul Mal sebagai lembaga keuangan Negara pertama yang 

ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya 

berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, 

infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari 

perbankan Islam bukanlah perbankan konvesional tetapi dari Baitul 

Tamwil (Huda dan Heykal, 2010: 25). Baitul Tamwil dan Baitul 

Mal sendiri merupakan fungsi utama dari Baitul Mal wa Tamwil 

(Soemitra, 2009: 451). 

Harta yang merupakan sumber pendapatan Negara di simpan 

di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian di distribusikan 

kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam 

berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama 

sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai 

pegawai sekretariat Rasulullah. 

Mustaring menyatakan dalam bukunya Eksistensi Baitul Mal 

dan peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam 

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada halaman 121 Namun, tidak 

disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Kondisi yang 

seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai 

sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan 
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berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting 

dalam bidang keuangan danadministrasi negara, terutama pada 

masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun. (Skripsi Budi, 2020: 

12) 

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam 

pada masa pemerintahann Umar Ibn Khattab, pendapatan negara 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini 

memerlukan perhatiann khususuntuk mengelolanya agar dapat 

dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. 

Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka 

sahabat, khalifah Umar Ibn Khattab mengambil keputusan untuk 

tidak menghabiskan harta baitul mal sekaligus, tetapi 

dikeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, 

bahkan di antaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal 

lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh 

Rasulullah Saw. Dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, 

semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan 

Khalifah Umar Ibn Khattab sehingga menjadi lembaga yang 

reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang 

dilengkapi dengan sistem adminitrasi yang tertata baik dan rapi 

merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh khalifah Umar 

Ibn Khattab kepada dunia Islam dan kaummuslimin. 

Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi Baitul Mal 

dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu 

menjabat Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil 
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pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini 

terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah tersebut sangat besar, 

Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak 

bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana 

Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, 

khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta 

Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan 

darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan 

umat lainnya. 

Secara tidak langsung Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana 

kebijakan fiskal Negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang 

berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, 

Khalifah diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk 

kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai 

khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap yakni sebesar 5000 

dirham, dua stel pakaian yang masing-masing untuk musim panas 

dan musim dingin serta seekor binatang tunggangan sebagai 

kendaraan dimasa sekarang untuk menunaikan ibadah haji. 

Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada 

dalam kendali dan tanggung jawab, para pejabat Baitul Mal tidak 

mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap 

harta Baitul Maal yang berupa Zakat dan Ushr. Kekayaan negara 

tersebut ditujukann untuk berbagai golongan tertentu dalam 

masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Al-Qur’an. 
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Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, 

sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai 

pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab 

untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, 

serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang- orang 

miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar 

uang diyat untuk kasus-kasus tertentu. 

Khalifah Umar Ibn Khattab menerapkan prinsip keutamaan 

dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Ia berpendapat bahwa 

kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam 

menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, 

keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah 

dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan 

dibalas dengan sebaik-baiknya. (Afzalurahman,1995: 164) 

2.1.2.  Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Baitul Mal di 

Aceh 

Tahun 2018 Baitul Mal memiliki regulasi terbaru yaitu 

Qanun No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Seluruh pengelolaan 

zakat diatur secara terperinci dalam Qanun terbaru ini. Dalam 

Qanun No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 1 Ayat (11) 

dijelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan 

kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota 

yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang 

untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan 

zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan 
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pengawasan perwalian bedasarkan syariat Islam. 

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan 

dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 

1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian 

pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama 

(BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan 

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan 

Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, 

kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinky. 

Untuk dapat melibatkan Undang-undang organik ini, 

pemerintah Aceh kemudian mengisi Qanun No 10 Tahun 2018 

Tentang Baitul Mal dan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2019 

tentang Penggunaan Dana Infak Tahun 2019 sebagai payung 

operasional manufacture pengelolaan zakat diseluruh wilayah 

toritorial Aceh. 

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru 

melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. 

Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan 

pada saat menjelang akhir Ramadhan, masyarakat mendatangi 

mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan 

zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat 

belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang 

diberikan kepada Mustahik belum memberikan bekas. Belajar dari 
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pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan Syariat Islam 

secara Kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya 

kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan 

Undang- undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola 

dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat 

tentang lembaga pengelolaan zakat ini, sehingga yang terakhir 

lahirlah lembaga yang diberi nama BaitulMal. 

2.1.3. Tujuan dan Fungsi BaitulMal 

Tujuan baitul mal yaitu : terwujudnya layanan penghimpunan 

ZIZ dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzakki, munfiq, 

tatasaddiq dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan 

pendayagunaan ZIS dan wakaf yang mengoptimalkan upaya 

pemberdayaan mustahik berbasis pungutan jaringan dan juga 

terwujudnya organisasi sebagai good organization yang 

mengoptimalkan nilai bagi stakeholder dan menjadi benchmark 

bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia (Journal of 

Islamic law, vol.3 no. 1 januari- juni 2019). 

Selain itu Baitul Mal berfungsi sebagai bendahara negara 

(konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut 

departemen keuangan) pada hakikatnya Baitul Mal berfungsi untuk 

mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang 

berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay, 

dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program- 

program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. 

Eksitensi lembaga Baitul Mal pada awalnya merupakan 
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konsekuensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola 

zakat (Amil). Namun ia juga mereflesikan ruang lingkup Islam, 

yang didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, qur’an 

dan kekuasaan, sehingga baitul mal menjadi salah satu (Ad-din wa 

al-malk)  komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan 

dan kekuasaan dari negara. 

Jadi ketika negara harus mengelola penerimaan-penerimaan 

negara, baik yang diatur oleh syariah maupun yang di dapat 

berdasarkan kondisi pada saat itu, negara membutuhkan negara 

yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan akumulasi 

dana negara tersebut untuk kepentingan negara, baik penggunaan 

yang memang diatur oleh syariah atau juga yang merupakan 

prioritas pembangunan ketika itu. 

2.1.4 Unit Pengumpul Zakat(UPZ) 

Sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul 

Mal, maka unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut dengan 

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh 

dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para 

muzakki pada instansi Pemerintah dan lingkungan swasta (Kadis 

Syariat Islam Aceh, 2019 :25). 

Di sisni terlihat bahwa kewenangan UPZ hanya sebatas 

melakukan pengumpulan pada unit-unit masing dan tidak diberikan 

kewenangan untuk melakukan pengembangan dan pendistribusian 

kepada mustahik. Pengembangan dan pendistribusian kepada 

mustahik adalah tugas dari Baitul Mal bukan tupoksi Unit 
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Pengumpul Zakat. 

2.1.5 Macam-macamTingkatan BaitulMal 

Di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dijelaskan 

struktural dan tanggung jawab masing masing lembaga Baitul Mal  

1) Baitul Mal Aceh, adalah lembaga daerah Non Strutural yang 

dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai 

dengan ketentuan syari’at, dan bertanggung jawab 

kepadaGubernur. 

2) Baitul Mal Kabupaten/Kota, adalah lembaga daerah non 

struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat 

independen sesuai dengan ketentuan syari’at,dan 

bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. 

3) Baitul Mal Mukim, adalah lembaga kemukiman non 

struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat 

independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung 

jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. Dalam Qanun 

Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tidak dijumpai Baitul Mal 

Mukim, karena alasannya kemukiman tidak memiliki 

rakyatnya dan rakyat hanya dimiliki oleh gampong. 

4) Baitul Mal Gampong, adalah lembaga gampong non 

struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat 

independen sesuai dengan ketentuan syari’at, dan 

bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. 

Setiap tingkat Baitul Mal mempunyai struktur organisasi 

masing-masing, semakin tinggi tingkat organisasi Baitul Mal 



 
 

24 
 

semakin besar pula komponen struktur organisasinya, sebagaimana 

disebutkan berikut: 

a. Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah terdiri dari: Kepala, 

Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengawasan, Bidang 

Pengumpulan, 

b. Bidang Pedistribusian dan Pendayagunaan Bidang Sosialisasi 

dan Pengembangan dan Bidang Perwalian yang terdiridari Sub 

Bidang dan Sub Bagian. 

c. Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah terdiri 

dari: Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pengumpulan, 

Bagian Pedistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Sosialisasi 

dan Pembinaan dan Bagian Perwalian yang terdiri dari Sub 

Bagian dan Seksi. 

d. Badan Pelaksana Baitul Mal Kemukiman adalah terdiri dari: 

Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem 

Mesjid kemukiman atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, 

Seksi Perwalian, Seksi Perencanaan dan Pendataan dan Seksi 

Pengawasan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim atau nama 

lain. 

e. Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain, yang 

terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh 

Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, 

Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan 

Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh 

Geuchik atau nama lain (Kadis Syariat Islam Aceh, 2019 : 29). 
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2.1.6 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal 

Kewenangan dan kewajiban Baitul Mal yaitu mengumpulkan, 

mengelola dan menyalurkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya 

yang menjadi wewenangnya, membentuk UPZ dan 

melakukanpembinaan dan pengawasan kepada Baitul Mal di 

bawahnya, membuat laporan serta menginformasikannya kepada 

masyarakat (Kadis Syariat Islam Aceh,2019: 18). 

2.1.7 Harta Objek Zakat 

Zakat yang wajib dibayar menurut Qanun Nomor 10 Tahun 

2018 adalah zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Dan 

jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 

a. Emas, perak, logam mulia lainnya dan uang 

b. Perdagangan dan perusahaan 

c. Perindustrian 

d. Pertanian, perkebunan dan perikanan 

e. Peternakan 

f. Pertambangan 

g. Pendapatan dan jasa 

h. Surat berharga 

i. Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi 

j. Rikaz, serta jenis harta lainnya yang ditetapkan oleh fatwa 

MPUAceh. 

Dari beberapa jenis hart wajib zakat yang telah disebutkan di 

atas dapat dianalisis bahwa hampir semua aspek usaha yang 
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mendatangkan penghasilan sudah terakomodir dalam Qanun Baitul 

Mal Aceh. Oleh karena Qanun ini adalah putusan pemimpin, maka 

segala yang berbeda dengan Qanun ini yang terdapat dalam 

berbagai kitab fiqih dapat dikesampingkan, karena satu qaedah: 

Hukmul hakim yarfa’ul khilaf. 

2.1.8 Mustahik Zakat 

Analiansyah (2012:57) membagi 8 senif golongan mustahik 

sebagaimanan ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surat 

at-Taubah ayat (60) jadi, Mustahik adalah Mereka (orang-orang) 

yang berhak mendapatkan zakat yang sesuai ketetapan Allah SWT. 

Adapun ketetapan tersebut dibagi menjadi 8 Golongan Mustahik, 

yakni seperti firman Allah SWT : 

 

                

                    

                   

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 

yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 
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Ayat di atas menggunakan kata "innama" sebagai huruf hasr 

(pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi 

mustahik zakat sehingga orang- orang yang tidak termasuk dalam 

kategori ini tidak berhak menerima zakat (Al-Sayis, Vol. II: 30). 

a. Golongan Penerima (Mustahik) Zakat 

1) Fakir 

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam 

mendefinisikan orang fakir (al-faqr, jamaknya al-fuqara). Imam 

abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak 

memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-

orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala 

keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 

keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya 

(Inseklopedi,Vol.6,2001:1996). 

2) Miskin 

Dalam mendefinisikan orang miskin (al-miskin, jamaknya al-

masakin) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. 

Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang 

memiliki pekerjaan tetap tetapi tiddak dapat mencukupi 

kebutuhannya sehari-hari. 

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang 

yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi 
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kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut 

tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim 

(w. 918 M; tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara 

defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). 

Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang 

mengandung pengertian yang sama. 

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal 

ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi 

yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahakan 

Al-Qur’an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib 

fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam 

Surat Al-Ma’un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan 

kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat 

kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak 

menerima zakat diantara delapan asnaf (Masjfuk Zuhdi,1994: 262-

263). 

3) Amil 

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk 

mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang 

berhak dan mengerjakan pembukuannya (Umrotul Khasanah,2010: 

41). Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finasial untuk 

mengelola zakat. 

a. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya 

atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh 
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masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta 

tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran 

atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, 

menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban 

membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, 

menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat 

sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan dalam rekomendasi 

pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-

3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus 

zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk 

kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat 

yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas 

(amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditetapkan. 

b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang 

bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan  tugas 

pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat 

yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-

laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas 

sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya 

memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, 

penyimpanan, dan perawatanaset yang dimiliki lembaga 

pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-

lain. 

c. Para amil zakat berhakmendapatbagian zakat darikuotaamil 
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yang diberikan oleh pihak yang mengangkatmereka, dengan 

catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, 

walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total 

gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seper 

delapan zakat(13,5%). 

Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai 

lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan 

diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat 

disalurkan kepada mustahik lain. 

a. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah 

atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. 

Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan 

segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari 

kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil 

dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana 

tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, 

penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan 

peningkatan jumlah zakat. 

b. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin 

beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan 

pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam 

melakukan tugas control terhadap para amil zakat. Seorang 

amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta 

zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti 

kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. 
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Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman 

secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para 

wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu 

juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan 

kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain 

itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para 

mustahik (Diflaizar, 2014:12). 

4) Muallaf 

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan 

dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya 

keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin 

mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil 

keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan 

mereka (Sayyid Sabiq, Vol. 1, 2006: 567). 

 

5) Fi Riqab ( Memerdekakan Budak) 

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah syara ‟riqab 

ialah  budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau 

riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga 

dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat 

melepaskan diri dari belenggu perbudakan (Elsi Kartika Sari, 40). 

6) Gharim 

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada 

dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk 
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kemaslahatan pribadi yang dibolehkan  oleh  syara‟  dan     orang  

yang  terlilit  hutang  untuk  kemaslahatan masyarakat seperti untuk 

merukunkan dua pihak yang bermusuhan. 

7) Fi Sabilillah 

Secara bahasa, kata sabil adalah jalan yang menurut Kamus 

Besar bahasa Indonesia berarti perkembangan atau berlangsungnya 

sesuatu, atau cara dan ikhtiar untuk melakukan sesuatu atau 

kelangsungan hidup sesuatu (KBBI, 2007 : 452). Adapun makna 

sabilillah adalah jalan atau cara untuk mencapai ridha Allah. 

a. Fi Sabilillah Menurut Ulama Mazhab 

Menurut Menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang 

terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat 

membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka 

pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah 

dicukupkan dengansendiri. 

Sedangkan menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang 

beraliran Malikiyah, pengertian fi sabilillah dalam mazhab Maliki 

adalah: "fi sabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, 

diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik 

keadaan mereka kaya atau miskin." Pengertian fi sabilillah yang 

diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya 

dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan 

mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena 

terlibat dalam peperangan bukanlainnya. 
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Mazhab Syafi`i sejalan dengan mazhab Maliki dalam 

mengkhususkan sasaran zakat pada fi sabilillah, dan membolehkan 

memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, 

walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi 

yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. 

Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi`i berbeda pendapat dengan 

mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan 

itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara. 

Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap sabilillah banyak 

persamaan dengan yang dikemukakan Syafi`iyah, tetapi mereka 

menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian 

fisabilillah lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan 

juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, 

juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan 

peperangan. 

 

b. Fi sabilillahMenurut UlamaModern 

Sayid Rasyid Ridha pengarang Tafsir al-Manar 

mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan fi sabilillah yaitu: 

segala jalan (al-Thariq) yang digunakan dalam mempertahankan 

keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari 

Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak 

urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. 

Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib 

bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak 
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mampu, ibadah ini termasuk fardhu`ain yang mempunyai syarat-

syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk 

kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk 

kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk 

melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan 

air dan makanan serta kesehatan jama`ah, maka untuk kegiatan 

tersebut boleh dipergunakan dari bagian fisabilillah, jika tidak ada 

sumber dana lain. Yang paling utama adalah mendahulukan 

persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera 

(ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan 

kalimat Allahsemata). 

Demikian pula Mahmud Syaltut dalam menafsirkan fi 

sabilillah dengan kemaslahatan umum yang bukan milik 

perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya 

hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah, yang 

paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka 

menolak orang-orang jahat, memelihara kemuliaan agama. 

Mencakup pula dalam makna ini adalah persiapan da’i-da’i muda 

yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukum-

hukumnya, serta melemahkan argumentasi orang- orang yang ingin 

menjelek-jelekkan dan menghancurkan Islam (Diflaizar, Online). 

Kemudian Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan dalam “Fatwa-

fatwa Kontemporer” bahwa kebutuhan untuk tentara dan 

pertahanan pada masa sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. 

Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil 
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zakat saja. Karena itu dana untuk kepentingan ini bukan diambil 

dari zakat, melainkan dari uang  fa’i (hasil rampasan), 

kharaj(pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap 

saja, misalnya untuk memberi nafkah kepada para sukarelawan 

dansebagainya. 

Menurut Masdar F. Mas’udi, Istilah fi sabilillah memiliki dua 

pengertian. Dalam pengertian negatif, fi sabillah berarti berperang 

memerangi kekafiran. Sedangkan menurut pengertian positifnya,  fi 

sabillah berarti menegakkan “jalan Allah”  itu sendiri. Jalan Allah 

itu diartikan sebagai “cita-cita kebaikan-kebaikan-Nya yang 

universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-

batas formal lainnya.” Rinciannya bisa macam-macam, tetapi 

pangkalnya adalah kemaslahatan bersama. 

Tak ketinggalan ada juga fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) terkait fi sabillah. Menurut fatwa MUI, fi sabilillah 

mengandung makna umum. Berdasarkan fatwa MUI tentang 

Mentasarufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan 

Kemaslahatan Umat menetapkan bahwa dana zakat atas nama fi 

sabillah boleh ditasarufkan guna keperluan maslahah ‘ammah 

(kepentingan umum), dan fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang 

Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta zakat menetapkan 

bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh 

menerima zakat atas nama fi sabillah, dan berdasarkan ketetapan 

No. Kep. 120/MU/II/1996, bahwa memberikan uang untuk 

keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa 
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hukumnya adalah sah, karena mereka termasuk dalam ashnaf fi 

sabillah. 

Pendistribusian zakat untuk kepentingan fi sabilillah pada 

zaman sekarang ini lebih tepat jika diarahkan pada jihad tsaqafi 

(perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. 

Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama dengan syarat harus 

berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar (Yusuf Al- Qaradhawi, 

1995: 381). 

8) Ibnu Sabil 

Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ini adalah pemberian harta 

zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia 

kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai qard hasan 

(pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya 

dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut 

diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai 

kembali ke daerah asalnya (Husayn Syahatah,205). 

Menurut jumhur ulama, ibnu sabil adalah musafir yang 

melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam 

perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Yusuf al-Qardawi, setelah 

mendiskusikan beberapa ayat, mengatakan bahwa Al- Qur’an 

meneyebutkan yang disebut“perjalanan”yang disuruh dan 

dirangsang oleh Allah SWT ituadalah: 

a Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari 

rezeki (QS: 67:15), 
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b Para penuntut ilmu (QS: 29:20, 3:137, dan 22:46), 

c Berjihad/perang dijalan Allah SWT (QS: 9: 41 – 42 dan121), 

d Melaksanakan haji keBaitullah (QS: 3:97 dan 22: 27 –28). 

Oleh sebab itu Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa ibnu 

sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk 

perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang 

manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam.  

2.1.9 Pendayagunaan Zakat 

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna 

kemudian diberi awalan “pen” dan akhiran “an”, menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan 

melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga 

kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu 

mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan 

kegunaan atau memaksimalkan kegunaan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Vol. III, 2002: 242).  

Adapun zakat menurut etimologi berasal dari akar kata   -زك   

 yang berarti tumbuh, berkembang atau (zaka – zakaa)زكا 

bertambah, kata yang sama yaitu كى ز (zaka) bermakna menyucikan 

atau membersihkan. Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui 

bahwa zakat bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. 

Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat 

ditinjau dari segi bahasa bisa berarti النظافة    (An-Nazafatu) yang 

berarti kebersihan. Sedangkan menurut terminology (syara‟) zakat 
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adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengelurkan  sebagian harta atau 

bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang 

diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan 

kadar tertentu (Didin Hafidhuddin, 2002: 7). 

Secara umum yang dimaksud dengan arah pendayagunaan 

zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha 

pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat 

kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita 

dan rasa syara, secara tepat guna,efektif manfaatnya dengan sistem 

distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan 

kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakat (Sjechul Hadi 

Permono, 2005: 274). 

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan 

zakat, infaq, dan shadaqah sepenuhnya adalah hak milik para 

mustahik, sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur’an: 

                   

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 

meminta.” (QS. Adz-Dzariyat:19) 

Setidaknya terdapat enam hikmah zakat dalam kaitannya 

dengan solusi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, antara 

lain:  
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1. Prinsip pokok zakat pada dasarnya adalah perwujudan iman 

kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan 

akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, 

menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan 

ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan 

mensucikan harta yangdimiliki. 

2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk 

menolong, membantu dan membina mereka, terutama 

golongan fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan 

lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, 

terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan 

sifat iri, dengki dan hasad yang mugkin timbul dari kalangan 

mereka ketika ketika melihat golongan kaya yang 

berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan sekedar 

memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat, akan 

tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada 

mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil 

penyebab kehidupam mereka menjadi miskin danmenderita. 

3. Sebagai pilar amalbersama (jama’i) antara orang-orang kaya 

yang berkecukupa nhidupnya dan para mujahid yang seluruh 

waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. 

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembagunan sarana 

maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti 

sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi 



 
 

40 
 

sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya 

manusia mulim. 

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat 

itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi 

mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang 

kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah. 

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan 

salah satu instrument pemerataan pendapat (Didin, 10-15). 

2.2 Zakat Produktif 

2.2.1. Pengertian Zakat Produktif 

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa inggris 

“Produktif” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan 

banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang 

mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak 

menghasilkan karya atau barang” Asnaini dalam (Lestari, 2015: 

25). 

Kata lain produktif adalah bersifat mengembangkan, banyak 

mendatangkan hasil, departemen, pendidikan kebudayaan. 

Pendistribusian zakat bersifat produktif adalah memberikan zakat 

kepada mustahik dalam bentuk modal usaha baik dengan bagi hasil 

(mudarabah) maupun kebaikan semata-mata (qardul al-hasan) 

(Sulaiman, 2013: 172).  

Menurut Asnaini didalam bukunya zakat produktif dalam 

perspektif hukum islam dikatakan zakat produktif dapat diartikan 

mendistribusikan dana zakat kepada para mustaḥiq dengan cara 
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produktif seperti dalam bentuk modal usaha, yang akan digunakan 

untuk mengembangkan usaha mustaḥiq agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Dalam bukunya 

Abdurrachman Qadir berjudul zakat dalam dimensi mahdah dan 

sosial “Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepadaMustaḥiq 

sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu 

untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi 

produktifitas mustaḥiq. 

Pendistribusian zakat bersifat produktif adalah memberikan 

zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha baik dengan bagi 

hasil (mudarabah) maupu nkebaikan semata-mata (qardul al-hasan) 

(Sulaiman, 2013: 172).  

Selain dengan cara bagi hasil (mudhrabah) dan qardhul hasan, 

zakat produktif juga diberikan secara hibah. Hibah yaitu 

memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada 

sebabnya. Hibah dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan 

oleh para ulama fiqh. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqh 

Islam diistilahkan dengan tabarru. Secara istilah, terdapat 

pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi 

hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqh Islam. Hibah 

sifatnya sepihak tapi diserahkan seketika penghibah masih hidup. 
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Dalam transaksi jual beli bersifat tunai penyerahannya. Akan tetapi  

dalam hibah tunai hanya tidak ada pengembalian barangdari 

penerimanya (Saepullah, 2015: 35). 

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat 

produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya 

bersifat produktif lawan dari konsumtif. Zakat produktif yang 

berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan 

penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam 

meminimalisir kemiskinan. Dengan demikian zakat produktif 

adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada 

mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan 

digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana 

usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara 

terus-menerus. 

2.2.2. Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif 

Ada beberapa pendapat ulama mazhab yang membenarkan 

pendistribusian dana zakat untuk modal usaha produktif yaitu: 

(Armiadi, 2008: 71-75). 

1. Iman Nawawi (ulama bermazhab syafi’i) 

Menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para 

mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta 

perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir-miskin yang 

memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan 

dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan 
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dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan 

(laba). 

2. Mazhab Hanafi 

Mengatakan bahwa zakat harta seperti hewan ternak dan hasil 

pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/ 

harga dari benda yang dizakatkan itu jika hal itu lebih 

memudahkan. 

3. Imam Syafi’i 

Zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok 

asnaf. 

4. Ibn Qayyim al-jauziyah 

Delapan kelompok yang wajib penerima zakat yang tersebut 

dalam surat al-Taubah ayat 60. Dan selanjutnya ia mengatakan, jika 

orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan 

dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia 

tidak mendapat hak dari zakat. 

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat 

produktif jika penyalurannya ditamlikkan kepada para mustahik. 

Namun perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu 

dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan 

sistem qardhul al-hasan, mudarabah, murabahah atau sistem 

lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan 

saja dan para mustahik harus mengembalikannya dengan cara 
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angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lainnya (Armiadi, 

2008: 68-69). 

2.3  PenelitianSebelumnya 

Sebagai perbandingan untuk penelitian ini, ada beberapa hasil 

penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis dapat dilihat 

melalui kolom dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

 

JudulPenelitian Hasil Penelitian 

 

Henni 

Aprilia 

 (2018) 

 

Pengaruh bantuan 

modal usaha 

produktif terhadap 

pendapatan mustahik( 

Studi di Baitul Mal  

Aceh) 

Adanya pengaruh pada 

modal usaha terhadap 

peningkatan pendapatan 

mustahik pada Baitul Mal 

Aceh. Hal ini dibuktikan 

dengan sejumlah penilaian 

yang diberikan mustahik 

(responden) yang 

mendapatkan bantuan 

modal usaha pada tahun 

2016 hingga 2017. Selain 

itu, hal tersebut juga 

dibuktikan oleh hasil 

regresi yang telah   diuji   

menunjukkan  bahwa 

nilai t hitung > t tabel, 

dimananilai t hitung adalah 

5.241 sedangkan 1.65993 
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dan hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya terdapat 

pengaruh secara signifikan 

antara modal usaha 

terhadap peningkatan 

pendapatan. 

Meri 

Handan

i 

(2019) 

Pengaruh bantuan 

modal usaha dan 

pendampingan 

terhadap pendapatan 

usaha mikro, kecil, 

dan menengah 

(UMKM) binaan 

badan amil zakat 

nasional Kota Jambi. 

Terdapat pengaruh positif 

Pendampingan terhadap 

Pendapatan UMKM binaan 

BAZNAS Kota Jambi. Hal 

ini dapat ditunjukkan dari 

nilai koefisien regresi 

sebesar 0,010. Selain itu 

juga ditunjukkan dari nilai t 

hitung sebesar 0,082 dengan 

signifikansi sebesar 0,935 

pada taraf signifikansi 5%. 

Artinya t hitung< t tabel, 

(0,082 <2,003) maka 

pendampingan secara 

individu tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan dan 

nilai sig lebih besar dari 

nilai α (0,935 > 0,05). 

Muham

mad 

Farid 

(2015) 

Analisisdampakpenya

luranzakat 

produktifterhadapkeu

ntunganusaha. 

Berdasarkan pada hasil 

analisis dan pembahasan 

sebelumnya, kesimpulan  

penelitian  ini adalah: 

a. Penyaluran dana zakat 

produktif tidak 

berpengaruh terhadap 

pendapatan usaha 
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Tabel 2.1. Lanjutan 

mustahik.  

b. Penyaluran dana   

zakatproduktiftidakberpenga

ruhterhadapkeuntunganusah

amustahik. 

Megaw

ati  

(2019) 

Peran Dana Zakat 

ProduktifdalamPemb

erdayaanEkonomiMu

stahik di Baitul Mal 

KabupatenPidie 

Berdasarkanhasilanalisis 

dan pembahasan, 

makadapatdiambilkesimpul

ansebagaiberikut: 

Peran dana zakat produktif 

di Baitul Mal 

KabupatenPidiesudahberjala

ndenganbagus, sebeulum 

modal usahadiberikan pada 

mustahikpihak Baitul Mal 

KabupatenPidieakanmelaku

kanpembinaanterlebihdahul

u. 2. Sebelummendapatkan 

dana zakat 

produktiftidakadaperubahan

ekonomimustahik, dan 

setelahmendapatkan dana 

zakat 

produktifadanyapeningkatan

pendapatanekonomimustahi

kdarisebelumnya. Dan 

sudahmampumempengaruhi

perekonomianekonomimust

ahik, denganadanya dana 

zakat 

produktifdapatmengembang

kanusahamustahikkearah 

yang lebihbaik. 

Faisol 

Adi 

Haryant

o 

Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Zakat 

Produktif 

(StudiKasus pada 

1.Pelaksanaan zakat 

produktif pada LAZNAS 

Dewan Da’wah Lampung 

adalahmenggunakanpendistr
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Tabel 2.1. Lanjutan 

(2018) LAZNAS Dewan 

Da’wah Lampung) 

ibusiantradisional dan 

kreatif. 

Pendisrtibusiantradisionalya

itu, dana zakat yang di 

berikandalambentukbarang-

barangproduktif, di mana 

dalammenggunakanbarang-

barangtersebut, para 

mustahiqdapatmencipkansu

atuusaha, misalnya 

:pemberianbarangternakkam

bing, sapi dan 

sertadiberikanlahangerobak

untukberjualan. 

Sedangkanpndistribusiankre

atifyaitu, dengan dana zakat 

yang 

diwujudkandalambentukpe

mberian modal bergilir, 

baikuntuk modal 

permodalanpembangunanso

sialsepertipembangunantem

patpendidikan dan 

tempatibdah, 

maupunsebagai modal 

usahauntukmembangunpem

bangunanusaha para 

pedagangkecilatauusahakeci

l. Akan tetapi pada 

pelaksanan zakat produktif 

pada LAZNAS Dewa 

Da‟wah Lampung 

masihbanyakpermasalahan-

permasalahan yang 

belumbisadiselesaikan oleh 

lembagaterutama pada para 

mustahik yang 
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Tabel 2.1. Lanjutan 

kurangtermotivasiuntuksem

angatmenjalankanprogam. 

2. Tinjauan Hukum Islam 

terhadap zakat produktif 

pada LAZNAS Dewan 

Da‟wah Lampung yaitu, 

bertujuanuntukmengurangiti

ngkatkemiskinandenganme

mberikan zakat yang berupa 

modal usaha yang 

tidakhabissekalidigunakan, 

akantetapiuntukjangkapanja

ng dan 

diproduktifkanmasihtidakse

suai, denganapa yang 

diharapkan oleh 

tinjauanhukum Islam yaitu 

di  

mana 

dalampemilihanmustahiktid

aktelitisehingga yang 

mendapatkan zakat 

produktiftidaksesuaidengan 

8 (delapan) asnaf, 

dimanabeberapa yang 

menjadimustahikbukanlah 

orang yang benar-

benarmembutuhkanakanteta

pi orang-orang yang 

mempunyaikelebihanhartaat

auberkecukupan. 

 

Pertama oleh Henni Aprilia (2018) dengan judul pengaruh 

bantuan modal usaha produktif terhadap pendapatan mustahik( 

Studi di Baitul Mal Aceh). Adanya pengaruh pada modal usaha 
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terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada Baitul Mal Aceh. 

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah penilaian yang diberikan 

mustahik (responden) yang mendapatkan bantuan modal usaha 

pada tahun 2016 hingga 2017.  Selain itu, hal tersebut juga 

dibuktikan oleh hasil regresi yang telah diuji menunjukkan bahwa 

nilai t hitung> t tabel, dimana nilai t hitung adalah 5.241 sedangkan 

1.65993 dan hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara modal 

usaha terhadap peningkatan pendapatan.  

Kedua peneliti yang dilakukan oleh Meri handani (2019) 

pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan terhadap 

pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan 

badan amil zakat nasional Kota Jambi. Terdapat pengaruh positif 

Pendampingan terhadap Pendapatan UMKM binaan BAZNAS 

Kota Jambi. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai koefisien regresi 

sebesar 0,010. Selain itu juga ditunjukkan dari nilai t hitung sebesar 

0,082 dengan signifikansi sebesar 0,935 pada taraf signifikansi 5%. 

Artinya t hitung< t tabel, (0,082 < 2,003) maka pendampingan 

secara individu tidak berpengaruh terhadap pendapatan dan nilai 

sig lebih besar dari nilai α (0,935 >0,05). 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid 

(2015) judul skripsinya analisis dampak penyaluran zakat produktif 

terhadap keuntungan usaha mustahiq. Berdasarkan pada hasil 

analisis dan pembahasan sebelumnya, kesimpulan penelitian ini 
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adalah: a. Penyaluran dana zakat produktif tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan usaha mustahiq. b. Penyaluran dana zakat 

produktif tidak berpengaruh terhadap keuntungan usaha mustahik. 

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2019) 

judul skripsinya Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan pertama Peran 

dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah berjalan 

dengan bagus, sebelum modal usaha diberikan pada mustahik pihak 

Baitul Mal Kabupaten Pidie akan melakukan pembinaan terlebih 

dahulu dan yang kedua, Sebelum mendapatkan dana zakat 

produktif tidak ada perubahan ekonomi mustahik, dan setelah 

mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan pendapatan 

ekonomi mustahik dari sebelumnya. Dan sudah mampu 

mempengaruhi perekonomian ekonomi mustahik, dengan adanya 

dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik kearah 

yang lebih baik. 

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Faisol Adi Haryanto 

(2018) judul skripsinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat 

Produktif (Studi Kasus pada LAZNAS Dewan Da’wah Lampung). 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 1.Pelaksanaan zakat 

produktif pada LAZNAS Dewan Da’wah Lampung adalah 

menggunakan pendistribusian tradisional dan kreatif. 

Pendisrtibusian tradisional yaitu, dana zakat yang di berikan dalam 
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bentuk barang-barang produktif, di mana dalam menggunakan 

barang-barang tersebut, para mustahiq dapat mencipkan suatu 

usaha, misalnya :pemberian barang ternak kambing, sapi dan serta 

diberikan lahan gerobak untuk berjualan. Sedangkan 

pendistribusian kreatif yaitu, dengan dana zakat yang diwujudkan 

dalam bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk modal 

permodalan pembangunan sosial seperti pembangunan tempat 

pendidikan dan tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk 

membangun pembangunan usaha para pedagang kecil atau usaha 

kecil. Akan tetapi pada pelaksanan zakat produktif pada LAZNAS 

Dewa Da’wah Lampung masih banyak permasalahan-

permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh lembaga terutama 

pada para mustahiq yang kurang termotivasi untuk semangat 

menjalankan progam. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat 

produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah Lampung yaitu, 

bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan 

memberikan zakat yang berupa modal usaha yang tidak habis 

sekali digunakan, akan tetapi untuk jangka panjang dan 

diproduktifkan masih tidak sesuai, dengan apa yang diharapkan 

oleh tinjauan hukum Islam yaitu di mana dalam pemilihan 

mustahiq tidak teliti sehingga yang mendapatkan zakat produktif 

tidak sesuai dengan 8 (delapan) asnaf, dimana beberapa yang 

menjadi mustahiq bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan 

akan tetapi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta atau 

berkecukupan.  
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2.4  KerangkaPemikiran 

Pendistribusian zakat didasarkan pada firman Allah SWT 

yang terdapat dalam surat At-Taubah: 60. Dalam ayat tersebut 

dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima 

Zakat (Mustahik) adalah orang-orang yang bertugas mengurus 

urusan zakat. Dalam pengelolaan dana infak dan sedekah, LAZ 

atau OPZIS (Organisasi Pengelola Dana Zakat, Infak, dan Sedekah) 

memisahkan keduanya dari dana zakat dengan tujuan untuk 

memisahkan sumber dan penggunaan dananya, sehingga amanah 

dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. 

Sehingga laporan keuangan yang disusun untuk memberikan 

informasi tentang dari mana sumber dana infak tersebut diperoleh 

dan ke mana dana infak tersebut disalurkan (Rifqi,2010:389). 

Baitul Mal Kabupten Aceh Barat telah melaksanakan 

pendistribusian zakat produktif kepada fakir miskin di daerah 

Kabupaten Aceh Barat. Pendistribusian zakat produktif tersebut 

dilakukan oleh amil zakat dengan menghitung berapa jumlah dana 

zakat yang terkumpul, dan merencanakan pembagian dan kriteria 

mustahik dengan menetapkan jumlah kadar zakat tersebut sesuai 

dengan golongan yang berhak menerima zakat (Sulaiman, 

2013:207). 

Penyaluran zakat produktif ini diharapkan dapat berkembang 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Zakat 

produktif ini disalurkan dalam bentuk individu,. Tujuan dari 

program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi mustahik untuk 
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hidup secara mandiri, sehingga dapat mencapai kesejahteraan 

ekonomi keluarganya dan terjadi perubahan status dari mustahik 

menjadi muzakki. Karena prinsipnya pendayagunaan zakat untuk 

meningkatkan martabat kemanusiaan masyarakat miskin agar dapat 

keluar dari kemiskinan ke taraf hidup yang lebih layak (Darma & 

Sarma, 2017). 

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka 

pemikiran, penulis mencoba menggambarkannya yaitu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 

Skema Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Dan Objek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh 

Barat yang berlokasi di Jalan Swadaya Lr. Gleh Hatee Kecamatan 

Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Objek penelitian data yang 

berhubungan dampak pengaruh modal usaha terhadap pendapatan 

fakirmiskin. 

3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode 

penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian 

dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada 

berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial 

atau kemanusiaan (Engkus, 2010:1). 

Dalam Moleong (2001:4) metodologi kualitatif sebagai 

prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Karena penelitian ini menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana 

mestinya. 

Dari pengertian di atas penulis dapat memahami bahwa 

penelitian yang bersifat kualitatif yaitu bagaimana cara peneliti 

untuk memperoleh data penelitian kemudian digambarkan dalam 
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bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk 

menggambarkan analisis dampak dana zakat produktif terhadap 

peningkatan pemberdayaan ekonomi untuk fakir miskin di 

Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang beralamat Jl. 

Swadaya Lr. Gleh Hatee Kec. Johan Pahlawan Aceh Barat. 

3.3. Tujuan dan Arah Penelitian 

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Sedangkan menurut 

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebihluas. 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010:224). 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti 
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menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi antara informan dengan 

pewawancara. Wawancara yang digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil 

(Sugiyono, 2010:137). 

Peneliti menggunakan teknik wawancara secara terbuka 

agar peneliti dapat menemukan informasi yang lebih mendalam 

dengan mewawancarai informan yang ingin di teliti dan juga 

mendengar pendapat beserta ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara peneliti harus cermat dalam mendengar dan mencatat 

apa yang di sampaikan olehinforman. 

Wawancara yang dilakukan bermaksud untuk 

memperkuat informasi dan data yang telah di peroleh yang 

menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pada lembaga Baitul 

Mal Kabupaten Aceh Barat pada bagian Subbag wakaf dan zakat 

produktif, dengan mustahik yang sudah  mendapatkan modal 

usaha Fakir Miskin sebanyak 8 0rang mustahik untuk dijadikan 

sebagai sampel, sedangkan populasi berjumlah yang 

mendapatkan zakat produktif yakni 699 mustahik  (Data Baitul 

Mal Aceh Tahun 2019). Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Arikunto, 

2006:206). 

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang ada 

hubungannya dengan peneliti seperti struktur organisasi dan 

sejarah perusahaan. 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi 

untuk melengkapi data dari hasil wawancara.  

3.5. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data merupakan suatu proses yang 

digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Menurut 

Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang 

bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun 

pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna 

memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, 

menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini 

digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu 

analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan 

suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan 

akurat (Moleong,2000:103). 
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, 

yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan (Arikunto, 2006:309). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif karena 

penulis ingin mendiskripsikan proses penyaluran dana zakat yang 

ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan mengumpulkan 

data-data melalui wawancara dan dokumentasi. 

Agar data yang terkumpul mempunyai makna, maka 

diperlukan proses analisis data secara tertentu. Jadi yang 

dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur, 

mengelompokkan, memberi kode, mengorganisasikan, dan 

mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat merumuskan tema dan dapat 

merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong, 2002:135). 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data yang sesuai dengan sifat 

data yaitu bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, cuplikan tertulis dari dokumenter, 

catatan lapangan, tidak di tuangkan dalam bilangan statistik, akan 

tetapi penelitian akan melakukan analisis data guna memperkaya 

informasi melalui teknik analisis deskriptif dengan 

mengembangkan kategorikategori yang relevan dengan tujuan 

penelitian dan didasarkan pada teori-teori yang sesuai. 
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Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena di lapangan 

yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya untuk 

memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami oleh masyarakat umum (Sugiyono,l2010:46).
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat 

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmipemerintah yang 

dibentuk oleh pemerintah Aceh dengantugasmengumpulkan, 

mengelola, dan mendistribusikan zakat kepadamustahiknya. 

Karena itu semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan 

dengan lembaga pemerintahlainnya. Badan ini mendistibusikan 

zakat konsumtif dan zakat produktif. Baitul Mal Aceh terdiri dari 

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Badan Pelaksana. 

Keduanya bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan 

saling membantu. Badan pelaksana bertugas melaksanakan 

kegiatan sehari-hari, sedangkan DPS memberikan pertimbangan-

pertimbangan syar’i dan tugas lainnya (Sulaiman, 2013). 

Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan 

pembimbing terhadap Baitul Mal Kabupaten/Kota. Dengan 

demikian Baitul Mal di Kabupaten/Kota merupakan badan/lembaga 

otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang 

terdapat di daerah masing-masing. Baitul Mal yang terdapat di 

Kabupaten Aceh Barat berdiri sejak tahun 2005, Baitul Mal ini 

mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri dalam hal pengaturan 

zakat, yang dimana tujuannnya ialah untuk kemaslahan umat. 

Struktur kepengurusan di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota terdiri dari delapan unit kerja, yaitu dewan syariah 
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(penasihat). kepala badan, sekretariat, bendahara, dan empat bidang 

yang mengenai tugas tertentu, yaitu bidang pemungutan zakat, 

bidang penyaluran zakat, bidang pemberdayaan harta agama, dan 

bidang perencanaan program. Masing-masing bidang tersebut 

dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Undang-undang No. 

1 Tahun 2006 (Tentang Pemerintah Aceh) dan Qanun No. 10/2007. 

Dalam Pasal 191 Undang-undang itu disebutkan bahwa Badan 

Baitul Mal Aceh adalah lembaga resmi pengelola zakat dan harta 

agama lainnya di Aceh. 

Berdirinya Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan 

Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 217 Tahun 2005 Tanggal 15 

November 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yaitu pada Tanggal 15 

November 2005. Dasar Hukum Baitul Mal adalah keputusan  

Bupati Aceh Barat Nomor 217 Tahun 2005 tentang pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. 

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh 

Barat adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan dasar hukum 

pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat adalah Qanun 

Aceh No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan peraturan Bupati 

Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Non Struktural 
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4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat 

Visi adalah suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran 

ideal yang ingin di capai oleh setiap organisasi di masa yang akan 

datang. Visi masa depan menyatakan arah tujuan secara umum dan 

dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian visi yang jelas, 

maka perjalanan organisasi itu akan ringan, terarah dan 

menggembirakan. Jika ada rintangan dan cobaan dalam 

pelaksanaan jadikanlah itu sebagai pemacu untuk lebih 

bersungguh-sungguh dalam mewujudkan visi yang telah 

ditetapkan. Sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja yang sudah 

ditentukan. 

Karena ada arah yang jelas dan bisa berhasil, maka akan 

terasa indah dan bahagia karena mampu menembus cita-cita yang 

diinginkan. Namun, sebaliknya bila ada organisasi tanpa visi dan 

misi yang jelas maka mekanisme organisasi akan cenderung 

berputar-putar saja tanpa arah dan cita-cita yang akhirnya akan 

membuat organisasi hancur dan berhenti di tengah jalan. 

VISI :  

Terwujudnya Lembaga Zakat yang Peduli, Amanah, 

Transparan dan Terpercaya. 

MISI :  

1. Meningkatkan kinerja Sekretariat Baitul Mal yang optimal 

2. Meningkatkan Pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta 

agama. 
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3. Meningkatkan pemahaman ummat sesuai dengan perintah 

Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

Muhammad SAW. 

4. Meningkatkan peran lembaga ZIS dalam pemberdayaan 

Ummat. 

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat 

Secara garis besar, organisasi adalah sekelompok orang 

(dua orang ataupun lebih) yang secara formal dipersatukan dalam 

suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-

komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur 

organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan 

bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang 

dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga 

menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi (keahlian-

keahlian) dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian 

laporan. 

Struktur organisasi perusahaan/lembaga merupakan salah 

satu faktor yang turut mendukung keberhasilan suatu 

perusahaan/lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam suatu struktur organisasi terdapat kerangka kerja yang 

menggambarkan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hubungan 

tiap bagian yang ada di dalamnya. 
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Struktur organisasi suatu perusahaan di gambarkan dalam 

suatu bagan organisasi yang merupakan diagram dan 

memperlihatkan interaksi, tugas dan tanggung jawab masing-

masing karyawan. Pada struktur organisasi terkandung alur 

perintah yang mengidentifikasi jabatan pekerjaan yang harus di 

pertanggung jawabkan oleh masing-masing karyawan atas berbagai 

kegiatan serta komunikasinya dengan unit yang lainnya. 

Dalam bagan struktur organisasi terdapat dua garis yang 

menghubungkan antara unit kerja atau sub unit kerja yang ada 

dalam organisasi. Yang pertama adalah garis komando/perintah 

yang menunjukkan alur komando/perintah yang mengalir dari 

pimpinan organisasi kepada unit dibawahnya sampai ke unit 

terendah dalam organisasi. Dalam hal ini komando/pemimpin 

“mengalir kebawah”, artinya bahwa setiap pemimpin organisasi 

hanya dapat memerintah unit organisasi di bawahnya, tidak 

kesamping. Inilah yang selanjutnya lebih dikenal dengan 

istilah“kesatuan komando (Unity of Command)”. Garis kedua 

adalah garis koordinasi yang menunjukkan hubungan kerja atau 

koordinasi antar unit atau sub unit organisasi yang ada. 

Adapun struktur organisasi pada Baitul Mal Aceh Barat 

sebagai berikut: 
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Strukturorganisasi pada Baitul Mal Aceh Barat 

Sumber:Baitul Mal Aceh Barat 2021 
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Sekretariat Baitu Mal Kabupaten Aceh Barat Mempunyai 

tugas melakukan kegiatan admistrasi penyusunan program 

pengelolaan urusan umum, pelengkapan, karyawan/amil serta 

Pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Baitul Mal, untuk 

melaksanakan tugas tersebut Sekretarian Baitul Mal Kabupaten 

Aceh Barat Menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyelenggarakan administrasi sesuai dengan ketentuan 

manajemen dan peraturan yang berlaku 

b. Mengkoordinir tugas kepala sub bagian dan bendahara sesuai 

dengan kebijakan/petunjuk Kepala Sekretariat Baitu Mal 

sejalan dengan Visi dan Misi Baitul Mal 

c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dan 

untuk meningkatkan kinerja Kelembagaan 

d. Membantu kepala dalam bidang tugasnya 

e. Mengurus keperluan administrasi Baitu Mal sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku 

f. Menyusun rancangan anggaran tahunan pengelolaan harta 

agama dan zakat sesuai kebutuhan serta membuat laporan 

secara periodik 

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Sub bagian Umum Perencanaan dan Publikasi Sekretariat 

Baitul Mal Kabupaten Mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja Sub. Bagian Umum Perencanaan 

dan Publikasi 
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b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Baitul Mal 

Kabupaten 

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, pelengkapan dan 

keamanan 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pegawaian 

e. Melaksanakan fasilitas rapat anggota Sekretariat baitul Mal 

Kabupaten 

f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Publikasi 

g. Memfasilitasi penyusunan Renstra, RKT dan Tapkin 

dilingkup Sekretariat Baitul Mal Kabupaten. 

h. Menyiapkan bahan koordinasi, publikasi dan kerjasama 

dengan lembaga dan instasi lain sesuai dengan bidang 

tugasnya 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

Sub bagian Keuangan dan Pelaporan sekretariat Baitul Mal 

Kabupaten mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk 

teknis di bidang keuangan dan program sekretariat 

b. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang 

keuangan dan program sekretariat 

c. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan 

anggaran dan dokumen pelaksanakan anggaran Sekretariat 

Baitul Mal Kabupaten 
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d. Menghimpunan dokumen penyusunan kebutuhan kas 

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 

e. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran 

dilingkunagan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 

f. Melaksanakan penata usahaan keuangan Sekretariat Baitul 

Mal Kabupaten 

g. Menyiapkan surat perintah membayar dilingkungan 

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 

h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya 

j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh 

atasan. 

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kabupaten 

Aceh Barat masih mengacu  kepada peraturan Bupati Aceh Barat 

Nomor 6 tahun2009 tentang pembentukan struktur Organisasi 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, Kepala Baitul Mal mempunyai 

tugas : 

a. Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan 

sebagai institusi Islam dalam pengelolaan harta agama dan 

zakat serta pemberdayaan sesuai dengan hukum Islam. 

b. Menyiapkan kebijakan teknis pengumpulan harta agama dan 

zakat serta pendistribusiannya 
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c. Menyiapakan program pemberdayaan fakir, miskin dan 

dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat 

d. Meningkatkan peran kelembagaan dalam upaya membangun 

umat Islam 

e. Membantu Bupati dibidang pelaksanaan syari’at Islam secara 

kaffah 

f. Melakukan konsultasi dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal 

dalam rangka intensifikasi dan ektensifikasi zakat sebagai 

PAD 

g. Melakukan koordinasi dengan Dinas, Badan Kantor, Instansi 

Tni dan Polri, lembaga Pendidikan, BUMN, BUMD dan 

perusahaan swasta pada umumnya untuk melaksanakan 

pengumpulan dan penyaluran zakat 

h. Menyusun laporan operasional Baitul Mal sebagai 

pertanggung jawaban publik 

Bagian pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat mempunyai 

tugas melakukan pendistribusian dan pemberdayaan zakat sesuai 

dengan ketentuan Hukum Islam serta membuat laporan menurut 

peraturan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Pendataan lembaga atau bagian penerimaan harta agama dan 

mustahik 

b. Pendistribusian harta agama dan zakat 
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c. Penyelenggaraan administrasi pendistribusian harta agama 

dan zakat 

d. Penyususnan program operasional pembinaan penerima dan 

mustahik 

e. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait 

lainnya dibidang pendistribusian dan pemberdayagunaan 

zakat dan harta agama 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Baitul Mal 

Seksi pendayagunaan mempunyai tugas melakukan 

pendayagunaan zakat sesuai dengan peruntukkannya dan menyusun 

administrasi pendayagunaan zakat. 

Seksi Pendistribusian dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan pendataan, investarisasi, klasifikasi mustahiq dan 

menyalurkan menurut masing-masing asnaf sesuai dengan 

ketentuan dan kebijakan dan membuat pelaporan secara berskala. 

Bagian Pengumpulan dan Perwalian mempunyai tugas 

memfasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikat 

terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

Bagian Pengumpulan dan Perwalian Zakat mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan advokasi 

hukum 
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b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang diserahkan kepada 

Baitul mal untuk dikelola sesuai dengan syari’at Islam 

c. Pelaksanaan pembuatan sertifikat terhadap harta tetap sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

d. Pelaksanaan pengamanan harta agama 

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara periodik 

f. Melaksanakan koordinasi dengan lembag aatau instansi 

terkait lainnya dibidang pengumpulan dan perwalian 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Baitul Mal. 

Seksi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar 

zakat dan menggalakkan ummat mengeluarkan infaq dan sedeqah. 

Seksi pengembangan mempunyai tugas melakukan 

pembinaan terhadap mustahik dalam rangkap memanfaatkan harta 

agama dan zakat.  

4.2 Kegiatan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat 

4.2.1 Menghimpun Dana Zakat  

Zakat adalah istilah sesuatu yang diberikan seseorang 

kepada orang lain yang berhak menerimanya. Agar menjadi sumber 

dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama 

untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesenjangan 

sosial, perlu adanya pengelola zakat secara professional dan 

bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan 

pemerintah. 
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Berdasarkan wawancara denganTgk. Taufik sebagai kepalas 

osialisasi dan pembinaan di Baitul Mal Aceh Barat, Pengumpulan 

zakat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat dengan dua cara yakni: 

1. PNS, pengumpulan zakat pada Lembaga pemerintahan 

dengan cara SK (Surat Keputusan) Bupati. 

2. Masyarakat biasa menerima atau mengambil dari muzakki 

atas dasar pemberitahuan muzakki (keinginan sendiri). 

Pengelolaan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dapat dilakukan 

melalui beberapa lembaga yang berperan sebagai pengelola dana 

ZIS, baik lembaga masyarakat maupun pemerintah. Sebagai 

lembaga baitul mal, mempunyai peranan penting dalam 

penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta  menyalurkan 

nya kepada yang berhak menerimanya. 

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal 

Aceh Barat diambil dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang ada di Kabupaten Aceh Barat sebesar 2,5% hasil pemotongan 

zakat dari simpanan nasabah melalui uang simpanan tabungan, 

pembiayaan dan lain-lain, serta zakat lembaga dan zakat mal dari 

berbagai muzakki. 

Baitul Mal Aceh Barat menyimpan dana zakat dari para 

muzakki di bank, terdiri dari 4 buah bank yakni: 

1. Bank Aceh Syariah dengannomorrekening 630.01.08.000003-

2 

2. Bank Aceh dengannomorrekening 060.01.02.660003-1 

untukinfaq, sedangkanuntuk zakat 060.01.02.803146-7 
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3. Bank Mandiri Syariah (BSM) dengannomorrekening 

2360004242 dan 

4. Bank BRI dengannomorrekening 0178-01-001151.30-6 

4.2.2 Penyaluran Dana Zakat  

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga Baitul Mal Aceh 

Barat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan target yang telah 

disusun dalam program kerja. Cara penyaluran zakat untuk modal 

usaha fakir miskin di Baitul Mal Aceh Barat dengancara, pertama 

diterima permohonan dari mustahik oleh pihak Baitul Mal Aceh 

Barat kemudian diperifikasi (survey) oleh Bapel (Badan Pelaksana) 

Baitul Mal Aceh Barat dan selanjutnya Hasil dari di ferifikasi 

(survey) oleh Bapel (Badan Pelaksana) Baitul Mal Aceh Barat baru 

ditetapkan para mustahik layak atau tidaknya menerima modal 

usaha tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Taufik, Kepala 

Bagian Sosialisasi dan Pembinaan Baitul Mal Aceh Barat 04 April 

2021.Dana modal usaha yang di salurkan oleh Baitul Mal Aceh 

Barat untuk fakir miskin tersebut tidak di kembalikan lagi kepada 

pihak Baitul Mal oleh pihak mustahik karena modal usaha 

merupakan bantuan konsumtif langsung tidak ada pengembalian 

Dalam menyalurkan modal usaha Dana Zakatnya Baitul 

Mal Aceh Barat, menetapkan pembagian zakat penerimaan Tahun 

2019 penyaluran 2020 untuk mempermudah pendistribusiannya, 

diantaranya adalah: 
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Tabel 4.1 

Rincian Penyaluran Modal Usaha Fakir Miskin 

 

Mustahik Jenis Usaha 
Jumlah 

Realisasi (Rp) 

Persentas

e (%) 

Fakir 
 

    

Miskin Dagang/Kios/Kecil 526.000.000 
 

4,41 

 

Tani/Nelayan 

 
10.500.000 0,09 

 

Kelilin/Muge 

 
190.000.000 1,59 

 

Rumah Tangga 

 
313.500.000 2,63 

Muallaf 
Pemberdayaan 

Ekonomi 
27.000.000 0,23 

Jumlah 

Keseluruhan 

 

1.067.000.000 8,95 

Sumber. Wawancaradengan Bang Farizal selaku Staf Seksi 

Penerimaan dan Pelaporan 

Adapun Penyaluran Zakat Untuk Modal Usaha Fakir 

Miskin (Mustahik) di Aceh Barat yakni mencakupi usaha 

dagang/kios/kecil, tani/nelayan, keliling/muge, dan rumah tangga 

dana yang disalurkan semuanya berjumlah Rp. 10.40.000.000,00. 



 
 

76 
 

Untuk jenis usaha dagang/kios/kecil memperoleh dana sebesar Rp. 

526.000.000,00, usaha tani/nelayan Rp. 10.500.000,00, usaha 

keliling/muge memperoleh dana sebesar Rp. 190.000.000,00 dan 

usaha rumah tangga memperoleh dana sebesar 

Rp.313.500.000,00.JumlahMustahikFakirMiskinyangmendapatkan 

penyaluran dana modal usaha hanya 8,72 %, jumlah mustahik yang 

memperoleh modal usaha tersebut 669 Mustahik, dengan 

rinciannya usaha dagang/kios/kecil berjumlah 263 mustahik, usaha 

tani/nelayan berjumlah 7 mustahik, usaha keliling/muge berjumlah 

190 mustahik dan usaha rumah tangga berjumlah 209 mustahik dan 

adanya penambahan bantuan modal usaha, yakni pada 

pemberdayaan ekonomi Muallaf sebesar Rp.27.000.000,00 jumlah 

mustahik yang mendapatkan penyaluran dana modal usaha hanya 

0,23%, jumlah mustahik yang memperoleh modal usaha tersebut 

berjumlah 27 mustahik. Berarti jumlah keseluruhan penyaluran 

modal usaha pada Baitul Mal Aceh Barat hanya 8,95%. 

 

4.2.3 Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal 

Kabupaten Aceh Barat 

Secara umum pendayagunaan zakat produktif disalurkan 

kepada masyarakat dalam beberapa bentuk dimana tujuan utama 

dari penyaluran dana zakat ialah peningkatan taraf hidup bagi 

mustahik. Dalam penyaluran dana zakat produktif diperlukan 

pengawasan dari pihak Baitul Mal agar dana yang diberikan 

tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak dipergunakan 
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untuk kegiatan yang merugikan dan tidak memberikan efek 

produktif bagi usaha yang dijalankan. 

Baitul Mal Aceh Barat menyalurkan zakat produktif kepada 

586 orang mustahik pada tahun 2018 untuk penyaluran 2019 pada 

seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat. 

Kabupaten Aceh Barat sendiri memiliki 12 kecamatan, dimana 

setiap kecamatan terdapat sekitar 45 orang mustahik penerima 

zakat produktif, dan dana zakat produktif untuk tahun 2019 belum 

disalurkan karena dana untuk penyaluran tahun 2019 masih berasal 

dari dana tahun 2018, dan untuk tahun 2019 akan dilaksanakan 

pada tahun 2020. Namun harus diperhatikan bahwa penerima zakat 

produktif hanyalah mustahik yang telah memiliki usaha kecil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azizah selaku 

mustahik dariKecamatan Kaway XVI, Aceh Barat menyatakan 

bahwa mereka menerima bantuan modal usaha dari zakat produktif 

untuk penambahan modal yang sudah dimiliki dari usahanya. 

Kemudian (wawancara dengan Tgk Taufik selaku Kepala Bagian 

Sosialisasi dan Pembinaan Baitul Mal Aceh Barat)  beliau 

mengatakan bahwa untuk tahun selanjutnya mustahik penerima 

zakat produktif berbeda-beda mungkin ini dilakukan agar 

masyarakat dapat merasakan bantuan dana zakat produktif secara 

merata dan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar 

masyarakat. 
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4.3  Implementasi zakat modal usaha yang disalurkan oleh 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada mustahik 

Permodalan dana zakat berhajad adanya pendampingan 

usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuh 

kembangkan potensi/ bakat kewirausahaan mustahik, sehingga 

membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa 

depan tidak tergantung kepada bantuan orang lain. 

Zakat produktif yang disalurkan kepada fakir miskin yang 

berada di Kabupaten Aceh Barat ialah berupa bantuan kepada 

mustahik yang tidak mampu atau masyarakat yang sudah memiliki 

usaha. Usaha yang dijalankan tersebut bersifat kecil-kecilan seperti 

usaha keliling/muge, kios, rumah tangga dan tani/nelayan. 

Adapun bentuk-bentuk zakat produktif yang telah 

disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Barat ialah sebagai berikut 

(wawancara dengan Tgk Taufik selaku Kepala Bagian Sosialisasi 

dan Pembinaan Baitul Mal Aceh Barat): 

1. Sektor Perdagangan/ modal usaha 

Bantuan yang diberikan pada sector perdagangan ialah 

dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui 

bantuan modal usaha kepada keluarga miskin yang memiliki usaha. 

Bantuan ini diberikan dengan cuma-Cuma tidak ada pengembalian 

yang harus dilakukan oleh mustahik kepada pihak Baitul Mal, dan 

bantuan yang diberikan hanyalah untuk keluarga miskin yang 

sudah memiliki usaha. Usaha yang dijalankan bersifat kecil-kecilan 

bahkan ada masyarakat yang tidak memiliki lapak dan hanya 
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berjualan di halaman rumahnya saja. Jenis usahanya terdiri dari 

pedagang kelontong, pedagang baju jadi, pedagang sayur, jualan 

pinang, atau hanya sekedar berjualan makanan seperti gorengan, 

bakso, dan lain sebagainya. Apabila usaha tersebut sudah berjalan 

dengan baik dan memberikankeuntungan yang besar maka 

mustahik berhak membayar zakat kepada Baitul Mal karena sudah 

menjadi seorang muzakki. Namun demikian, pihak Baitul Mal 

Aceh Barat tidak memaksakan bahwa muzakki  harus 

membayarkan zakatnya karena pembayaran zakat itu sendiri 

merupakan kesadaran masing-masing individu dalam menjalankan 

ketetapan yang ada di dalam agama Islam. Penyaluran bantuan 

dalam sektor perdagangan ini merupakan bantuan yang paling 

dominan diberikan dibandingkan sektor lainnya. Adapun jumlah 

bantuan sebagai modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal 

Kabupaten Aceh Barat kepada mustahik berbeda-beda dilihat dari 

jenis usahanya ada yang berjumlah Rp1.600.000, Rp.2000.000 dan 

Rp.1.000.000 kepada mustahik (wawancara dengan Tgk Taufik 

selaku Kepala Bagian Sosialisasi dan Pembinaan  Baitul Mal Aceh 

Barat), bantuan ini diberikan secara keseluruhan dan dalam jangka 

waktu satu kali tahap. Dimana pihak Baitul Mal mengatakan bahwa 

total jumlah keseluruhan dana zakat untuk kegiatan produktif yang 

telah disalurkan ialah sebesar Rp.10.40.000.000 Dana ini 

merupakan keseluruhan bantuan untuk usaha produktif di seluruh 

Kabupaten Aceh Barat. 
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2. Sektor Pertanian 

Modal usaha dalam sector pertanian ini disalurkan kepada 

masyarakat miskin baik individu maupun kelompok, dimana pihak 

Baitul Mal membuka lahan perkebunan dan menyediakan 

keperluan yang dibutuhkan misalnya seperti pupuk, dan yang 

lainnya. Lahan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat dan 

mereka akan mendapatkan hasil panen guna mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. 

3. Bantuan dalam Bentuk Barang 

Bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten 

Aceh Barat dalam bentuk barang yang diperlukan oleh mustahik. 

Sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun akad yang 

digunakan dalam penyaluran ini adalah akad ijarah (sistem sewa) 

yaitu oleh Baitul Mal menyerahkan barang dengan ketentuan 

bahwa simustahik harus membayar sewa dari pemanfaatan barang 

tersebut, misalnya seperti penyediaan bangunan atau toko, dimana 

mustahik dapat memanfaatkan toko tersebut agar menjadi sesuatu 

yang produktif dan dapat memberikan keuntungan kepada 

mustahik. 

 Baitul Mal Aceh Barat masih kurang memberikan pelatihan 

menurut skill atau keahlian yang dimiliki oleh setiap mustahik, 

dengan memberikan stimulasi bagaimana cara berwirausaha secara 

baik dan benar. Baitu Mal juga belum dapat mengarahkan para 

mustahik untuk selalu bekerja keras dalam meningkatkan taraf 

ekonominya, tidak memberikan tuntutan agar  mustahik berjiwa 
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terampil dan masih belum bisa menyediakan pelatihan dalam 

rangka stimulasi membentuk jiwa terampil dan kreatif serta 

mandiri. Hal ini disampaikan oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat 

karena mengingat kecilnya jumlah modal yang diberikan dan juga 

tidak ada pengembalian kepada Baitul Mal, sehingga mustahik 

kurang termotivasi untuk mengelola dana tersebut dengan baik. 

Dalam pendayagunaan zakat, Baitul Mal Aceh Barat sangat 

selektif dalam menyalurkan zakat kepada mustahik. Sebelum 

melakukan pendayagunaan zakat kepada mustahik petugas Baitul 

Mal mengecek dan mencari tahu keberadaan dan kehidupan 

ekonomi mustahik, apakah mustahik tersebut betul-betul layak 

dibantu atau tidak. Apakah mustahik punya keinginan untuk 

berkembang. Apakah mustahik mau dan bersungguh bekerja. Jika 

memang semua persyaratan tersebut dipenuhi maka Baitul Mal 

akan melakukan pendayagunaan zakat kepada mustahik. 

Hampir keseluruhan mustahik memiliki keinginan untuk 

berkembang dengan berharap adanya kemajuan pada usaha yang 

dijalankan karena semakin lama untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari sangatlah sulit, apalagi hanya dengan mengandalkan 

dagangan seadanya tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok 

seperti makanan, membeli pakaian dan juga perbaikan rumah 

(wawancara dengan Ibu Nurbaiti dan Ibu Anti Diana selaku 

mustahik dari Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat). 
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4.4  Dampak zakat modal usaha terhadap fakir miskin pada 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat 

Seperti yang telah diuraikan diatas, harapan Baitul Mal 

dalam menyalurkan zakat produktif ini kepada masyarakat kurang 

mampu yang memiliki usaha kecil ialah agar dapat membantu 

mendorong perekonomian kearah yang lebih baik. Namun, hal itu 

tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya kendala yang 

terdapat pada pendayagunaan zakat produktif tersebut, mungkin 

salah satunya ialah kurangnya jumlah bantuan yang diberikan oleh 

pihak Baitul Mal. modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul 

Mal Kabupaten Aceh Barat kepada mustahik berbeda-beda dilihat 

dari jenis usahanya ada yang berjumlah Rp1.500.000, untuk usaha 

tani/nelayan dan rumah tangga, Rp.2.000.000 untuk usaha 

dagang/kios/kecil dan Rp.1.000.000 untuk usaha keliling/muge,  

kepada mustahik yang diberikan pertahunnya kepada beberapa 

mustahik dirasakan belum mampu untuk meningkatkan 

perekonomian dalam kebutuhan sehari-hari sehingga belum benar-

benar memberikan efek yang signifikan. 

Untuk mengetahui pendapatan 13 orang mustahik yang 

diwawancarai oleh peneliti, yakni sebelum dan sesudah menerima 

zakat produktif, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.2 

Jumlah Pendapatan Mustahik Sebelum Dan SesudahMenerima 

Zakat Produktif 

Sumber. Wawancara dengan para Mustahik Baitul Mal Aceh Barat  

Dilihat dari tabel pendapatan mustahik di atas, dapat 

disimpulkan bahwa mustahik belum mampu menjadi muzakki, 

karena pendapatan yang diperoleh belum mengalami peningkatan 

N

o 

Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat 

Produktif dalam (Rp) 

Sebelum Sesudah 
bertambah/berkuran

g 

1 1.000.000 1.050.000 50.000 

2 950.000 1.100.000  1.50.000 

3 1.500.000 1.600.000 100.000 

4 1.000.000 1.300.000 300.000 

5 1.100.000 1.050.000 50.000 

6 1.000.000 1.200.000 200.000 

7 1.000.000 1.000.000 Tetap 

8 1.000.000 1.250.000 250.000 

9 1.600.000 1.650.000 50.000 

10 

950.000 – 

1.000.000 

1.050.000 – 

1.100.000 100.000 

11 900.000 1.050.000 150.000 

12 1.200.000 1.350.000 150.000 

13 1.300.000 1.600.000 300.000 
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signifikan dan tentunya belum mencapai nisab sebagaimana yang 

telahditentukan. Sampai saat ini Baitul Mal terus menekankan 

kepada masyarakat luas yang sudah mampu membayar zakat agar 

membayarkan zakatnya kepada Baitul Mal. Walau demikian Baitul 

Mal tidak berhak untuk melakukan pemaksaan kepada muzakki 

karena perihal pembayaran zakat ialah kembali kepada pribadi 

masing-masing individu. 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

mustahik, mustahik mengatakan bahwa pendapatan yang diterima 

sebelum dan setelah menerima zakat produktif dari Baitul Mal 

tidak mengalami peningkatan yang besar. Sebagian mustahik 

mengatakan bahwa sebelum menerima zakat produktif penghasilan 

mereka Rp950.000 perbulan setelah menerima zakat produktif 

menjadi Rp1.100.000 setiap bulannya artinya penambahannya 

hanya Rp150.000 saja, ada juga beberapa mustahik yang awalnya 

pendapatan sebesar Rp1.500.000 perbulan menjadi Rp1.600.000 

perbulan mengalami penambahan Rp100.000.  ada juga mustahik 

yang awalnya pendapatan sebesar Rp1.300.000 perbulan menjadi 

Rp1.600.000 perbulan mengalami penambahan Rp300.000. Namun 

beberapa mustahik mengaku bahwa sebelum dan setelah menerima 

zakat produktif pendapatan mereka tetap tidak mengalami 

penambahan sama sekali setiap bulannya. 

Langkah yang bisadilakukan oleh pihak Baitul Mal dalam 

memberikan kesadaran kepada muzakki dalam membayar zakat 

ialah dengan di tempelkannya slogan atau selebaran di jalan raya 
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maupun di tempat umum terkait dengan tulisan hukum membayar 

zakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar 

zakat kepada Baitul Mal berarti mereka telah ikut andil dalam 

membantu para mustahik yang membutuhkan, yang berarti apabila 

dana zakat lebih banyak terkumpul maka mustahik juga akan 

mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif dengan jumlah 

yang lebih besar pula dan diharapkan lebih dari Rp 2.000.000 bagi 

setiap mustahiknya. Hal ini menjadi kendala yang perlu mendapat 

perhatian dalam upaya memakmurkan mustahik penerima zakat 

produktif.  

Adapun kendala selanjutnya ialah terdapat beberapa 

mustahik yang tidak memanfaatkan dana bantuandengan sebaik-

baiknya, dimana seharusnya mereka menggunakan dana yang 

diberikan tersebut untuk penambahan modal usaha yang dimiliki, 

namun beberapa mustahik penerima zakat produktif malah 

menggunakan dana bantuan untuk hal yang bersifat konsumtif, 

contohnya seperti pembelian sembako maupun keperluan 

konsumtif lainnya yang tentunya merubah fungsi yang sebenarnya 

dari penyaluran zakat produktif itu sendiri. 

Alasan beberapa mustahik melakukan hal ini adalah karena 

tuntutan ekonomi, mereka merasa dalam keadaan terdesak sehingga 

dana bantuan zakat produktif yang diberikan tersebut harus kami 

digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif dan 

menganggap pembelian sembako lebih menjadi prioritas kebutuhan 

dari pada menjadikan dana bantuan tersebut sebagai tambahan 
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untuk modal usaha yang sedang dijalankan (wawancara dengan Ibu 

Azizah dan Ibu Anti Diana dari Kecamatan Kaway XVI). 

Memang tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh 

beberapa mustahik tersebut, namun tentu saja hal ini berbeda 

dengan fungsi dari dana zakat produktif yang dimana tujuannya 

ialah untuk mensejahterakan mustahik dimasa yang akan datang 

yaitu dengan cara tidak menggunakan bantuan tersebut untuk 

membeli keperluan yang bersifat konsumtif (wawancara dengan 

Bapak Farizal, SP selaku Staf Seksi Penerimaan dan Pelaporan 

pada Baitul Mal Aceh Barat). 

Ini juga menjadi suatu permasalahan yang harus 

diperhatikan oleh Baitul Mal dengan memberikan edukasi kepada 

mustahik tentang arti dari pendayagunaan zakat produktif agar dana 

yang diberikan tersebut dapat tersalur untuk kegiatan pada sektor 

yang seharusnya seperti penambahan modal untuk usaha kelontong, 

usaha jual pakaian jadi, dan lainnya. 

4.5  Peran Baitul Mal Aceh Barat dalam Mentransformasikan 

Mustahik Menjadi Muzakki 

Baitul Mal adalah lembaga pengelola zakat yang berbadan 

hukum yang di tugaskansebagaipengelola zakat, wakaf, dan harta 

agama lainnya, sehinggafungsi dan tujuan zakat seperti ketentuan 

syariat akan dapat terwujud dengan semaksimal mungkin. Apabila 

dikaji lebih umum tanggung jawab Baitul Mal sebagai suatu 

lembaga amil zakat ialah mengelola zakat, mengurus zakat, 

mengumpulkan dana zakat, menyalurkan, mendayagunakan, 
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mengawasi dana zakat serta menetapkan muzakki dan mustahik 

zakat. 

Menurut (wawancara dengan Tgk. Taufik selaku Kepala 

Bagian Sosialisasi dan Pembinaan Baitul Mal Aceh Barat) 

melakukan transformasi mustahik menjadi muzakki, tentunya hal 

tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, di mana amil zakat 

dituntut untuk dapat bekerja keras dan merancang berbagai macam 

program kerja yang unggul serta menjalankannya dengan 

terorganisir. Hal ini sebagaimana ada dua alasan mengapa Baitul 

Mal harus mendistribusikan zakat secara produktif pada usaha kecil 

dua alasan ini yaitu: 

Pertama, memenuhi syarat-syarat untuk boleh menyalurkan 

zakat dalam bentuk produktif menggunakan akad al qard al hasan 

dan mudarabah sebenarnya sulit dipenuhi oleh institusi zakat 

manapun baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Hal ini 

disebabkan jumlah penduduk miskin cenderung semakin bertambah 

seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat lokal dan 

global, sedangkan penerimaan harta zakat bertambah secara 

perlahan. Jika harus menunggu zakat surplus, semua mustahik 

mendapatkan bagian haknya dan sampai tidak ada lagi mustahik 

yang patut menerima zakat, maka pola pendistribusian zakat 

produktif tidak akan terwujud sama sekali. Pada hal pendistribusian 

zakat dalam bentuk produktif pada usaha kecil adalah bagian dari 

penghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan maslahah 

dan maqasid syariah dari penyaluran zakat. 



 
 

88 
 

Kedua, pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal 

kerja melalui pemberian bantuan kepada usaha kecil tidak 

bertentangan dengan konsep maslahah ammah yang ingin di capai. 

Zakat yang disalurkan melalui usaha kecil-kecilan kepada mustahik 

zakat dalam jumlah tertentu dipergunakan untuk memberikan 

peluang bagi mustahik untuk dapat berusaha secara lebih maksimal 

dengan tersedianya kecukupan modal bagiusaha. Hal ini di 

maksudkan untuk memberi kebebasan dari kemiskinan hingga 

akhirnya diharapkan mustahik zakat melalui usaha kecil kecilan 

tersebut akan menjadi muzakki zakat di kemudian hari. 

Dari segi pencapaian manfaat jika pemberian zakat 

produktif dilakukan secara berkelanjutan, setiap mustahik yang 

sudah mendapatkan zakat produktif akan berusaha secara mandiri 

dan lebih giat, sehingga tidak lagi bergantung hanya pada bantuan 

dana zakat. Ketika mustahik sudah mandiri dalam berusaha, maka 

ia terbebaskan dan terlepas dari pada kemiskinan. 

Adanya penggunaan dana zakat produktif sebagai pinjaman 

modal usaha terfokus untuk memenuhi keperluan mustahik, 

diharapkan dana zakat produktif ini bisa menjadi solusi sumber 

dana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang ada di 

Kabupaten Aceh Barat, walaupun dampak dari pemberian bantuan 

zakat produktif ini belum sepenuhnya dapat dirasakan, namun 

semua pihak baik Baitul Mal Aceh Barat maupun mustahik zakat 

produktif akan selalu berharap bahwa program zakat produktif akan 
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terus berkembang untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang 

berada di Kabupaten Aceh Barat. 

Pengembangan dana zakat yang bersifat produktif melalui 

cara dijadikannya dana sebagai tambahan modal untuk usaha, 

pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin bisa 

memenuhi atau membiayai kehidupannya secara lebih konsisten. 

Penerapan pemberdayaan ekonomi kaum miskin melalui pemberian 

modal usaha (zakat produktif) dimaksudkan untuk membina serta 

mendidik masyarakat untuk tidak malas bekerja serta tidak 

mengharapkan pemberian cuma-cuma dari orang lain dan agar 

dapat hidup mandiri. Selain itu dana zakat yang disalurkan 

diharapkan mampu untuk melepaskan mustahik dari jeratan 

rentenir, agar mustahik dapat mentransformasikan mustahik 

menjadi muzakki. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang Baitul Mal Aceh Barat 

lakukan, beberapa tujuan diatas sudah tercapai, sebagian kecil dari 

mustahik penerima zakat produktif sudah menjadi muzakki seperti 

yang diharapkan walaupun jumlahnya sangat kecil. Baitul Mal 

Aceh Barat perlu melakukan evaluasi dan pendampingan untuk 

yang mendapatkan modal usaha rutin, setidaknya dalam sebulan 2 

kali tehadap mustahik zakat yang mendapat bantuan zakat 

produktif sehingga mustahik betul-betul memanfaatkan zakat 

produktif sesuai yang di inginkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dalam Modal Usaha Fakir 

Miskin, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif ialah 

untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzakki yang 

nantinya dapat membayar zakat atas perolehan pendapatan 

usahanya yang telah mencapai nisab, dan pembayaran zakat 

tersebut akan diberikan kembali kepada mustahik yang 

membutuhkan. Zakat produktif yang di berikan oleh Baitul 

Mal dalambentuk modal usaha itu tergantung usaha yang 

dimiliki oleh mustahik bagi setiap mustahik, untuk 

mendapatkan modal usaha mustahik harus memiliki usaha 

yang telah berjalan minimal 1 tahun. Usaha yang dijalankan 

ialah dagang/kios/kecil, keliling/muge, rumah tangga dan 

tani/nelayan. 

2. Dampak pemberian modal usaha kepada mustahik belum 

berpengaruh besar terhadap pendapatan mustahik, sehingga 

mustahik yang mendapatkan modal usaha belum mampu untuk 

menjadi muzakki.  

3. Kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif 

ialah kecilnya jumlah bantuan yang diterima, mengingat 

sasaran utama dari Baitul Mal Aceh Barat ialah agar mustahik 
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penerima zakat produktif dapat terbantu dengan diberikannya 

bantuan modal usaha tersebut dan berharap usaha yang 

dijalankan akan mengalami perkembangan, sehingga mustahik 

penerima zakat tersebut dapat bertransformasi menjadi 

muzakki. Namun secara keseluruhan, zakat produktif yang 

telah disalurkan tersebut dianggap belum mampu memberikan 

dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha 

mustahik. Kurangnya kesadaran mustahik dalam pemanfaatan 

dana zakat produktif juga dapat menjadi penghambat tujuan 

dari zakat produktif yang sebenarnya.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, 

maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Perlu dilakukan peningkatan dalam hal pemberian edukasi oleh 

Baitul Mal mengenai pendayagunaan zakat produktif kepada 

mustahik penerima zakat, dan juga dapat meningkatkan 

kesadaran dari pihak Baitul Mal tentang pentingnya melakukan 

pengawasan kepada mustahik agar kinerja Baitul Mal dalam 

mensejahterkan masyarakat Aceh Barat dapat berjalan dengan 

baik sesuai yang diharapkan. 

2. Diharapkan bagi pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat agar 

dapat mengelola zakat yang diberikan oleh muzakki dengan 

lebih baik lagi agar penyaluran dana zakat produktif kepada 

mustahik tetap berjalan setiap tahunnya dan penulis juga 

menyarankan kepada Baitul Mal agar terus melakukan upaya 
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penambahan jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan 

jenis usaha mustahik 
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Lampiran 1  

Panduan WawancaradenganPihak Baitul Mal Aceh Barat 

KepadaYth. InformanPenelitian 

Panduan pertanyaan ini digunakan untuk meneliti Analisis 

Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk 

Golongan Miskin Di Kabupaten Aceh Barat. 

A. Data Informan 

1. Nama Lengkap : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Jabatan  : 

B. PertanyaanWawancara 

1. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang diberikan oleh 

Baitul Mal Aceh Barat? 

2. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang paling dominan 

diberikan kepada mustahik, apakah dalam bentuk modal 

usaha atau yang lainnya ! 

3. Bagaimanakah kategori mustahik penerima zakat produktif ? 

4. Apakah pihak Baitul Mal melakukan peninjauan terhadap 

mustahik penerima zakat ? dan bagaimana bentuk 

peninjauannya ? 
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5. Seberapa besar produktifitas yang dihasilkan dalam 

mengurangi angka kemiskinan dari zakat produktif pada 

Baitul Mal Aceh Barat ? 

6. Berapa total penerimaan zakat produktif dalam bentuk 

nominal! 

7. Apa saja target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Aceh 

Barat selanjutnya terhadap program zakat produktif ? 
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Lampiran 2  

Hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh Barat 

A. Data Informan 

1. Nama Lengkap : Tgk. Taufik 

2. Jenis Kelamin : Laki-laki 

3. Jabatan  : Kepala Bagian Sosialisasi dan Pembinaan 

 

B. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang diberikan 

oleh Baitul Mal Aceh Barat? 

Baitul Mal Aceh Barat memberikan bantuan dari zakat 

produktif kedalam 4 bentuk, yaitu untuk modal usaha dagang, 

rumah tangga, kemudian untuk bidang pertanian dan yang terakhir 

bantuan keliling/muge. Untuk pemberian bantuan modal usaha 

dagang, Baitul Mal hanya akan memberikannya kepada mustahik 

yang sudah memiliki usaha sendiri, dan usahanya ini merupakan 

usaha kecil-kecilan misalnya seperti jualan kelontong, jualan kue, 

warung kopi jualan pinang dan lain sebagainya. Pemberian modal 

usaha ini dilakukan secara cuma-cuma dimana mustahik penerima 

zakat produktif tidak membayarkan pengembalian kepada Baitul 

Mal. Kecuali keuntungan yang diperoleh mustahik tersebut sudah 

mencapai nisab barulah ada kewajiban untuk membayarkan 

zakatnya. Dan pembayaran zakat pun tidak dipaksakan oleh Baitul 

Mal kepada masyarakat karena hal itu merupakan kesadaran setiap 

individu masing-masing. Yang kedua bantuan dana zakat produktif 
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untuk usaha rumah tangga, bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul 

Mal kepada mustahik yang memiliki usaha rumah tangga dan 

usahanya ini merupakan usaha kecil-kecilan misalnya menjahit, 

jual gorengan, usaha buat kue, perabot rumah tangga dan lain 

sebagainya.  Yang ketiga bidang pertanian, bantuan ini diberikan 

oleh pihak Baitul Mal kepada masyarakat miskin baik individu 

maupun kelompok dimana bantuannya diberikan dengan cara 

membuka lahan kebun dan menyediakan keperluan untuk kebun 

tersebut misalnya keperluan akan bibit maupun pupuk. Dan yang 

terakhir bantuan modal usaha keliling/muge, bantuan ini diberikan 

oleh pihak Baitul Mal kepada mustahik yang memiliki usaha jualan 

keliling/muge dan usahanya ini merupakan usaha kecil-kecilan 

misalnya usaha sol sepatu, jualan pakaian jadi keliling, jualan sayur 

keliling, jualan ikan keliling, jualan kue keliling dan lain 

sebagainya. 

2. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang paling 

dominan diberikan kepada mustahik, apakah dalam 

bentuk modal usaha atau yang lainnya ! 

Zakat produktif yang paling dominan diberikan ialah untuk 

bidang perdagangan atau bantuan untuk penambahan modal usaha 

bahkan hampir keseluruhan dana zakat produktif diberikan kepada 

musatahik sebagai tambahan modal usaha. Usahanya berupa usaha 

kecil-kecilan bukan hanya diberikan kepada mustahik yang sudah 

memiliki lapak sendiri untuk berjualan namun juga diberikan 
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kepada mustahik yang tidak memiliki lapak namun hanya 

mengandalkan halaman depan rumah mereka untuk melakukan 

aktivitas berjualan. 

3. Bagaimanakah kategori mustahik penerima zakat 

produktif ? 

Kategori atau syarat bagi mustahik penerima zakat produktif 

adalah masyarakat yang betul-betul dikatakan sebagai masyarakat 

miskin yang memiliki usaha sendiri ini dibuktikan pada saat 

verifikasi dilapangan mulai dari melihat kondisi rumahnya dan lain 

sebagainya, kemudian kategorinya bahwa usaha yang dijalankan 

oleh masyarakat miskin tersebut sudah dijalankan lebih dari 1 

tahun, ini juga dibuktikan dengan verifikasi di lapangan misalnya 

adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keucik setempat. 

Untuk syarat berikutnya usaha yang telah dijalankan tersebut hanya 

usaha yang memiliki pendapat rata-rata perbulannya yaitu 

Rp1.000.000. Yang terpenting dari pemilihan mustahik ini ialah 

mustahik tidak memiliki catatan tunggakan ataupun tunggakan 

pinajaman dari pihak manapun, Baitul Mal tidak akan memberikan 

bantuannya kepada mustahik yang memiliki catatan hutang kepada 

pihak lain. Untuk kategori mustahik penerima zakat produktif yang 

terakhir tentunya mustahik harus berdomisili di seluruh Kabupaten 

yang ada di Aceh Barat. Ini dibuktikan dengan keterangan yang ada 

di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). 
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4. Apakah pihak Baitul Mal melakukan peninjauan 

terhadap mustahik penerima zakat ? dan bagaimana 

bentuk peninjauannya ? 

Setelah dilakukannya pengawasan dan peninjauan terhadap 

usaha mustahik, Baitul Mal menemukan beberapa permasalahan, 

seperti mustahik tidak memanfaatkan dana zakat produktif tersebut 

untuk hal-hal yang semestinya, malah beberapa mustahik 

menggunakan bantuan modal usaha tersebut untuk kegiatan yang 

bersifat konsumtif seperti untuk membeli beras dan keperluan 

sembako lainnya. Mungkin hal ini tidak salah dilakukan oleh 

musthik mengingat masyarakat masih kesulitan untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari namun tentu saja ini menyalahi fungsi dari 

zakat produktif itu sendiri yang dimana seharusnya dana zakat 

produktif itu digunakan untuk kegiatan produktif untuk 

mendapatkan keuntungan secara terus-menerus atau berkelanjutan. 

C. Data Informan 

4. Nama Lengkap : Farizal, SP 

5. Jenis Kelamin : Laki-laki 

6. Jabatan  : Staf Seksi Penerimaan dan Pelaporan 

D. Pertanyaan Wawancara 

1. Seberapa besar produktifitas yang dihasilkan dalam 

mengurangi angka kemiskinan dari zakat produktif pada 

Baitul Mal Aceh Barat ? 
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Sampai saat ini Baitul Mal terus berupaya untuk 

mensejahterakan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh 

Barat melalui program zakat produktif walaupun hasilnya belum 

terlalu maksimal. Mustahik mengalami peningkatan pendapatan 

sebesar Rp100.000 sampai Rp150.000 setiap bulannya juga 

merupakan salah satu langkah Baitul Mal untuk lebih 

meningkatkan lagi produktifitasnya. 

2. Berapa total penerimaan zakat produktif dalam bentuk 

nominal! 

Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik yaitu 

sebesar Rp.1.040.000.000,00 Dana ini diberikan sesuai dengan usaha 

yang ditekuni oleh mustahik di seluruh desa-desa yang ada di Aceh 

Barat. 

 

3. Apasaja target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Aceh 

Barat selanjutnya terhadap program zakat produktif ? 

Target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Aceh Barat 

tentunya adalah harapan bahwa mustahik dapat menjadi muzakki. 

Dimana mustahik yang awalnya penerima zakat produktif dapat 

berganti peran menjadi seorang muzakki yang akan membayarkan 

zakatnya karena hartanya telah mencapai nisab. Tentunya target ini 

tidak dengan serta merta mudah dilakukan mengingat banyaknya 

kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif salah 

satunya ialah sedikitnya jumlah bantuan yang diberikan tidak akan 
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cukup mengembangkan usaha mustahik dengan maksimal, 

kemudian kendala selanjutnya kurangnya kesadaran masyarkat 

dalam pemanfaatan tambahan modal usaha yang diberikan karena 

masih terdapat beberapa mustahik tidak memanfaatkan dana zakat 

yang diberikan untuk kegiatan yang sifatnya produktif malah 

menggunakannya untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. 

4. Apakah pihak Baitul Mal melakukan peninjauan 

terhadap mustahik penerima zakat ? dan bagaimana 

bentuk peninjauannya ? 

Setelah dilakukannya pengawasan dan peninjauan terhadap 

usaha mustahik, Baitul Mal menemukan beberapa permasalahan, 

seperti mustahik tidak memanfaatkan dana zakat produktif tersebut 

untuk hal-hal yang semestinya, malah beberapa mustahik 

menggunakan bantuan modal usaha tersebut untuk kegiatan yang 

bersifat konsumtif seperti untuk membeli beras dan keperluan 

sembako lainnya. Mungkin hal ini tidak salah dilakukan oleh 

musthik mengingat masyarakat masih kesulitan untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari namun tentu saja ini menyalahi fungsi dari 

zakat produktif itu sendiri yang dimana seharusnya dana zakat 

produktif itu digunakan untuk kegiatan produktif untuk 

mendapatkan keuntungan secara terus-menerus atau berkelanjutan. 
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Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Mustahik 

 

A Data Informan 

1. Nama  : Anti Diana dan Nurbaiti 

2. Kecamatan   : Kaway XVI 

3. Jenis Kelamin  : Wanita 

4. Status   : Mustahik 

5. Pekerjaan   : Dagang/Kelontong 

 

B Pertanyaan Wawancara 

1. Apa jenis usaha yang Bapak/ Ibu jalani? 

Saya memiliki usaha kelontong (Ibu Anti Diana) dan saya 

juga memiliki usaha kelontong (Ibu Nurbaiti). Kami adalah 

salah satu masyarakat penerima bantuan zakat produktif dari 

Baitul Mal Aceh Barat. 

2. Berapa jumlah total bantuan yang diberikan oleh Baitul 

Mal Aceh Barat kepada Bapak/ Ibu ? 

Saya menerima bantuan sebesar Rp. 1.500.000 (Ibu Anti 

Diana) dan saya menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000 (Ibu 

Nurbaiti), dan disini kami memiliki keinginan untuk 

berkembang dengan berharap adanya kemajuan bagi usaha 

yang kami jalankan sekarang. Keinginan ini muncul karena 

sulitnya mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi dengan 

hanya mengandalkan usaha kecil seperti ini sangat sulit untuk 

membeli makanan pokok, membeli pakaian dan perbaikan 

rumah. 
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3. Apakah pihak Baitul Mal Aceh Barat melakukan 

bimbingan usaha sebelum Bapak/ Ibu menerima modal 

zakat produktif ? 

Karena zakat produktif diberikan kepada masyarakat yang 

telah memiliki usaha otomatis tidak ada bimbingan yang 

dilakukan sebelum memulai usaha, setelah menerima zakat 

produktif Baitul Mal pernah beberapa kali turun ke kampung-

kampung melihat usaha yang kami jalani 

4. Apakah ada peninjauan ulang yang dilakukan oleh Baitul 

Mal Aceh Barat kepada Bapak/ Ibu setelah diberi modal 

usaha ? 

Yang kami ketahui sampai saat ini tidak ada peninjauan 

ulang yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat setelah diberi 

modal usaha.  

 

A. Data Informan 

1. Nama  :Azizah 

2. Kecamatan:Kaway XVI 

3. Jenis Kelamin : Wanita 

4. Status   : Mustahik 

5. Pekerjaan : Usaha Jualan Pakaian Jadi 

B. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah bantuan usaha yang diberikan oleh Baitul Mal 

Aceh Barat berjangka waktu satu kali tahap atau diberikan 

secara berulang-ulang. 
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Saya baru sekali ini menerima bantuan dari Baitul Mal, 

dan pihak Baitul Mal mengatakan bahwa bantuan hanya 

diberikan setiap satu kali kepada mustahik. Karena bantuan ini 

hanya diberikan sekali saya menganggap bahwa ini tidak akan 

cukup untuk modal usaha dan saya memanfaatkannya untuk 

membeli beras karena terdesak dan kami merasa bahwa 

membeli beras maupun kebutuhan pokok lainnya lebih penting 

dari pada untuk modal usaha. 

2. Sudahberapa lama menjadi mustahik atau telah menerima 

zakat di Baitul Mal Aceh Barat? 

Saya menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh Barat 

pada pertengahan tahun 2019 dan ini untuk yang pertama 

kalinya menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh Barat. 

3. Apakah jumlah dana yang diberikan cukup 

membantu untuk modal usaha Bapak/ Ibu ? 

Bantuan dana modal usaha yang diberikan kepada saya 

adalah Rp1.000.000 dan saya merasa jumlah tersebut belum 

cukup untuk membantu perkembangan usaha yang saya 

kerjakan, karena modal Rp1.000.000 tersebut sangat sedikit 

tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan untuk usaha yang 

saya jalani karena semakin tahun harga-harga semakin naik. 
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4. Apakah dengan diberikannya modal zakat produktif 

pendapatan rata-rata Bapak/ Ibu mengalami peningkatan ? 

Sebelum menerima bantuan zakat dari Baitul Mal Aceh 

Barat pendapatan saya perbulan Rp1.500.000 setelah saya 

menerima zakat pendapatan saya rata-rata perbulan menjadi 

Rp1.600.00. Kalau dilihat perbandingannya tidak terlalu 

banyak perbedaan dari sebelum saya menerima bantuan dengan 

setelah mendapatkan bantuan. Dan saya rasa belum membantu 

kecukupan modal usaha, dan masih belum berkembang seperti 

yang saya harapkan bahkan ada yang masih kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian saya 

tetap bersyukur dapat menerima bantuan ini dari Baitul Mal 

setidaknya uang Rp1.000.000 bisa saya beli untuk beberapa 

perlengkapan dagang saya. 

5. Apakah Baitul Mal pernah melakukan pengawasan 

terhadap perkembangan usaha Bapak/ Ibu, jika pernah 

bagaimana bentuk pengawasannya ? 

Yang saya ketahui sampai saat ini tidak ada pengawasan 

terhadap perkembangan usaha saya oleh Baitul Mal Aceh Barat 

setelah diberi modal usaha. 
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Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Responden 

 

 
 

Wawancara dengan Bapak Farizal, SP Selaku Staf Seksi 

Penerimaan dan Pelaporan di Baitul Mal Aceh Barat 

 

 

Wawancara dengan TGK. Taufik Selaku Kepala Bagian Sosialisasi 

dan Pembinaan di Baitul Mal Aceh Barat 
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Wawancara dengan Ibu Anti Diana selaku mustahik yang memiliki 

usaha kelontong 
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Wawancara dengan Ibu Azizah selaku mustahik yang memiliki 

usaha jualan baju jadi 
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Wawancara dengan Ibu Nurbaiti selaku mustahik yang memiliki 

usaha kelontong 

 

 

Wawancara dengan Ibu Marziah selaku mustahik yang memiliki 

usaha kios 
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Wawancara dengan Ibu Nurlian selaku mustahik yang memiliki 

usaha kelontong 

 

 

Wawancara dengan Bapak Herman selaku mustahik yang memiliki 

usaha kelontong 
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Wawancara dengan Ibu Nurbaiti selaku mustahik yang memiliki 

usaha jual air tebu 

 

 

Wawancara dengan Bapak Husnil selaku mustahik yang memiliki 

usaha kelontong 
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Wawancara dengan Ibu Umi Kalsum selaku mustahik yang 

memiliki usaha kelontong 

 

 

Wawancara dengan Ibu Pipi Yanti selaku mustahik yang memiliki 

usaha kelontong 
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Wawancara dengan IbuHerlita selaku mustahik yang memiliki 

usaha warung mie 

 

 

Wawancara dengan Ibu Mawaddah selaku mustahik yang memiliki 

usaha kelontong 
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Wawancara dengan Bapak Hasyem selaku mustahik yang memiliki 

usaha  rumah tangga 
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